BABV

MODEL KONSEPTUAL MANAJEMEN SISTEM DIKLAT
PRAJABATAN APARATUR PEMERINTAH GOLONGAN Il

A. ldentifikas Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem
Pembelajaran Diklat Praab 11l dalam Meningkatkan Kinerja
Aparatur
Untuk memperoleh data dan informasi tentang faldkter yang

mempengaruhi efektivitas sistem pembelajaran DikRtajab [l dalam
meningkatkan kinerja aparatur, dilakukan wawanaagan pihak-pihak yang
memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan diklat gara alumni diklat, studi
terhadap laporan-laporan dan evaluasi penyelenggadélat, serta observasi
pada penyelenggaraan diklat dan pasca penyelemggali&lat. Faktor-faktor
tersebut teridentifikasi pada uraian berikut ini:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik p@serkemampuan
pendidik, materi ajar, strategi pembelajaran, itasil belajar, dan
kepemimpinan pelaksana dapat dijelaskan sebagkuber
a. Karakteristik Peserta Diklat

Masalah utama yang dihadapi adalah keikutsertaserfaeDiklat
Prajab Il belum didasari oleh keinginan yang mdaaa untuk
meningkatkan kompetensi dan kurangnya motivasi rfgesdalam
mengikuti proses pembelajaran. Alasan klasik untolemenuhi

persyaratan formalitas pengangkatan sebagai PNSih msering
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terungkap dalam percakapan pegawai sehari-harivifdg belajar lebih
bersifat formalitas sehingga partisipasi belajar ketaatan terhadap tata
tertib peserta diklat tidak mencapai tingkat kesalayang optimal.
Faktor lainnya adalah minat baca yang rendah, gghitidak dimiliki
kemampuan akademis yang memadai untuk mengikutisepro
pembelajaran Diklat Prajab Ill. Hal mendasar lasngdalah tidak
selektifnya proses rekruitmen. Proses seleksi gagserta Diklat Prajab
lll belum diawali dengan pengukuraasgessmehistandar kompetensi
yang dibutuhkan dalam pekerjaan dan kompetensiabktalon yang
bersangkutan, sehingga tidak diketahui kesenjariganpetensi apa
yang perlu diatasi dengan diklat.
. Kemampuan Pendidik/Widyaiswara

Para pendidik belum memiliki kemampuan yang ideeduai
harapan, yaitu memiliki kesiapan mengajar yang ,bakampu
menguraikan bahan ajar dengan baik, telah menggunaietode dan
media dengan semestinya sesuai kebutuhan dalanamppaian bahan
ajar, mampu membangkitkan motivasi peserta untulajdre dan
mencapai prestasi yang diharapkan, efisien dalamggumakan waktu
yang disediakan untuk menyampaikan bahan ajar,a ssanggup
melakukan evaluasi hasil belajar sesuai dengarpitteap yang diatur
dalam kurikulum pendidikan. Kesiapan mengajar hadifsuktikan
dengan satuan acara pembelajaran yang terurail&e g@kok bahasan,

sub pokok bahasan, uraian bahan pelajaran, metademedia yang
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digunakan, alokasi waktu, dan referensi yang digana Kesiapan
psikologis pengajar, penguasaan psikologis pendralaj dan

kemampuan mengelola kelas diharapkan dapat memitikangknotivasi

belajar peserta diklat sehingga memberikan perngaag penuh dalam
proses pembelajaran. Evaluasi formatif perlu dikaku untuk setiap
pokok bahasan, sehingga diperoleh kesiapan dalatanjuixan ke

pokok bahasan selanjutnya. Guna memperoleh pehdidikaiswara

yang sesuai kompeten, maka pola rekrutmen danpgeoidinaan karier
pendidik/widyaiswara perlu dilakukan dengan seltalknya.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badiklat DaePaibvinsi Jawa
Barat pada tahun 2008 terhadap widyaiswara mengseteimuan bahwa
implementasi evaluasi widyaiswara di Badiklatda imaerlu
disempurnakan dan disesuaikan dengan peraturarketajakan yang
ada, kalaupun ada pembagian antara Bidang Penggarbadistem
Diklat dengan Bidang Penyelenggara harus dilakgemara tertulis dan
ditandatangani oleh pimpinan lembaga agar penanpguvab kegiatan
evaluasi lebih jelas.

. Materi Ajar

Dari keseluruhan bahan ajar, sebagian besar betsoasdengan
tujuan pelaksanaan Diklat Prajab Ill struktur kuhum atau bahan ajar
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kompetgesatur dalam
melaksanakan tugas jabatan yang semakin berkensmmaga dinamis.

Program diklat yang diselenggarakan harus sesuagate standar
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kompetensi untuk memenuhi kebutuhan pasar kegatgmey, dalam
hal ini adalah masyarakat yang menerima pelayanafikp Kebutuhan
waktu pembelajaran peserta Diklat Prajab Ill meoierh waktu yang
cukup untuk setiap bahan ajar, sebab terdapaitigansi kajian yang
penting diakomodasikan dalam proses pembelajaraitu ykajian
teoritik, kajian regulatif, dan kajian empirik. Kiggsan belajar peserta
Diklat Prajab 1ll akan terjadi jika diperoleh keilran yang mampu
memecahkan masalah-masalah pekerjaan. Di sampibgliim terdapat
mata ajar Mulok (muatan lokal) yang dirasa penttfedam konteks
kebutuhan di tempat kerja. Dari sisi widyaiswardana menyiapkan
bahan ajar, terdapat permasalahan yang berkenaagardesumber-
sumber kepustakaan sebagai rujukan atau pembanding membuat
bahan ajar.
. Strategi Pembelajaran

Metode dan media klasikal, metode latihan, metodmilasi dan
metode refleksi pada dasarnya cukup sesuai dengautuban peserta
diklat, walaupun dalam beberapa hal masih memanlyenyesuaian-
penyesuaian. Metode dan media klasikal memerlukanygsuaian
dalam mengembangkan tiga ranah belajar, yaitu kfgafektif, dan
psikomotorik. Metode dan media latihan, metode #&siudan metode
refleksi memerlukan penyesuaian dalam mengembangkaardasan

emosional dan kecerdasan spiritual. Namun demikiagel pelatihan
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yang termasuk “semi militer” karena menggunakanl&gmengasuhan”
menimbulkan faktor kelelahan.
. Fasilitas Belajar

Fasilitas belajar yang ada perlu ditambah dan gikepi terutama
yang berkenaan dengan penggunaan multimedia, g hitgrsedia
media pembelajaran yang memberi kemudahan bagvidgodiuntuk
mempelajari materi pembelajaran, guna menghasikardisi belajar
dan hasil belajar yang lebih baik.
Kepemimpinan Pelaksana

Kemampuan menyajikan program kerja Diklat PrajdbbBlum
sesuai dengan format yang disediakan secara narBatierapa fase
kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara tibrardara lain
jadwal mengajar yang kadang-kadang berubah, matmbelajaran
yang belum siap pada awal penyelenggaraan dikiggst pengamatan
kelas yang tidak efektif, bukti kesiapan pengajalak pernah
dipermasalahkan, pengendalian belajar pesertatdijdag terkesan
hanya memenuhi kewajiban, dan evaluasi sumatif yéergesan
formalitas. Tanggung jawab dalam penyajian prograggenyediaan
fasilitas, tugas pengamatan dan tugas pengendabamg-masing perlu
direncanakan dengan lebih baik.
. Lingkungan Belajar
Nilai-nilai yang dikembangkan oleh lembaga Dikkstpagai suatu

cita-cita yang hendak diwujudkan dari proses peajaean harus lebih
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dapat dipahami oleh para peserta didik. Orientasiajér harus
menekankan pada prosesctjve learning daripada berorientasi pada
hasil utput learning. Proses belajar mengajar secara keseluruhan harus
memberikan proses yang cukup pada kegiatan prgktek memperkuat
metode instruksional klasikal. Proses belajar mgngharus lebih
menekankan pada partisipasi dan prestasi dalanatkegintern maupun
ekstern kampus Diklat. Penerapan model "Semi Militetau “Pola
Pengasuhan” telah menimbulkan kelelahan yang Heatknegatif
terhadap kesiapan fisik peserta ketika menerima a mhtliah
pengetahuan umum di kelas.

Anomali penyelenggaraan Diklat Prajab 1l tersgberiu dipertimbangkan
penyempurnaannya dengan melakukan langkah-langkalyepuaian terhadap
komponen-komponen PBM dengan memberi perhatian faddar karakteristik
peserta diklat, kemampuan pendidik, materi ajastesgi pembelajaran, fasilitas
belajar, kepemimpinan pelaksana serta kondisi ingln belajar. Penyesuaian-
penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar sistanmbekajaran Diklat Prajab 1l

dapat berjalan dengan efektif.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistpambelajaran dapat
dikemukakan sebagai berikut:
a. Paradigma Diklat Prajabatan sebagai Formalitas
Diklat Prajabatan (I, Il dan Ill) masih dipandangbagian besar

pegawai sebagai persyaratan formalitas semata.atDig¢akan-akan
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hanya memenuhi kepatuharcofnpliancg, miskin kreativitas dan
inovasi. Penekanan pada soal manajemen juga s&ogang. Jika
dibandingkan dengan diklat-diklat korporat, makdatiPNS masih jauh
tertinggal, juga masih miskin terhadap penekandai-nilai seperti

tanggung jawab dan sebagainya. Akibat pandangag waasih kuat
berkembang tersebut, maka kesadaran tujuan dikleang menjadi
perhatian baik peserta, pendidik bahkan manajeemabdga diklat, dan
dampak esensialnya adalah motivasi belajar pesittat yang tidak

kondusif terhadap proses pembelajaran Diklat Pridjad®rta hasil-hasil
belajar tidak tercapai sebagaimana mestinya.

Rekrutmen dan Seleksi Peserta Diklat Prajab 111

Rekrutmen peserta Diklat Prajab Il dilakukan beetkan syarat
normatif untuk mengikuti Diklat Prajab Ill, yait§l) berstatus sebagai
CPNS dengan SK Pengangkatan sebagai CPNS, (2) Memgah D-4,
S1, S2, S3 yang sederajat, (3) Berbadan sehat diaggtakan dengan
Surat Keterangan Dokter, (4) Umur sesuai dengaenkehn/peraturan
perundangan kepegawaian yang berlaku, (5) Penugasamstansinya,
dan (6) Persyaratan lain yang ditetapkan olehmsstga.

Seleksi peserta Diklat Prajab [l meliputi sele&dministratif yang
diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerahkgsepertfolio
peserta). Tes akademis, seleksi psikologis atdwotes untuk mengikuti
Diklat Prajab 11l tidak dilakukan dengan pertimbangyang tidak jelas.

Pelaksanaan seleksi cenderung bersifat formaligsngga semua
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peserta dapat dipastikan lulus seleksi. Persaiagtar PNS terjadi pada
saat menunggu panggilan mengikuti Diklat Prajab Didmpak seleksi
yang bersifat formalitas adalah kurang tumbuhnyaivasi belajar,
kurang sadarnya upaya memperkuat kompetensi, deandkusiapnya
mengikuti proses pembelajaran Diklat Prajab IlI.

Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)

Struktur kurikulum atau bahan ajar Diklat Prajabdiidah tidak
aktual lagi dan lebih dominan berbasis kebijakarbligudaripada
berbasis kompetensi. Bahan ajar ditentukan olehblagiam Administrasi
Negara secartop-down sehingga belum sejalan dengan perkembangan
pembangunan dan kebutuhan daerah. Muatan lokdl tadokasikan
dalam struktur kurikulum, sehingga peserta diklatak mengenal
karakteristik dan keanekaragaman daerah. Landasaaritik
penyelenggaran diklat menekankan pentingnya AKjap( analysiy
dalam bentuk struktur kurikulum yang divalidasia@cakurat. Aspirasi
kabupaten dan kota perlu dijadikan sumber validagar struktur
kurikulum mencerminkan representativitas kebutulddidat. Dengan
demikian struktur kurikulum Diklat Prajab Il yanditetapkan tanpa
melalui prosedur AKD yang melibatkan kebupaten kiata, tidak akan
menghasilkan kompetensi yang ideal bagi kebutubgast yang ada di
daerah.

Analisis Kebutuhan Diklat secara aktual sulit dikéin karena

berhadapan dengan karakteristik kebutuhan kompeyamng beragam
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akibat tidak adanya homogenitas peserta. Para tpeberasal dari
berbagai instansi yang kebutuhan tugasnya berbed-b
Ketersediaan Anggaran di Daerah

Penyelenggaraan diklat sangat tergantung pada skeiaan
anggaran yang ada di masing-masing daerah Kabuatan Daerah
yang memiliki anggaran lebih baik akan lebih mampamfasilitasi
sarana dan prasarana lebih baik untuk kebutuharseprdoelajar
mengajar, sementara daerah yang kurang menyelehggadiklat apa
adanya sesuai kemampuan meskipun tidak memenutdiskopang
ideal, seperti tempat diklat kurang memperhatikandksi lingkungan
apakah tepat sebagai sarana pembelajaran. Perhaasaaggaran ini
juga tercermin pada Lembaga Penyelenggara Diklatlagirah yang
berbeda-beda, sebagian daerah telah memiliki Bedatdr Diklat,
sebagian masih menginduk pada BKD (Badan KepegawReerah)
yang pelaksanaannya oleh Unit Pengelola Diklat.
Profesionalisme Aparatur Badan Diklat

Kelembagaan Badan Diklat seyogyanya dikelola bearttas
manajemen pendidikan, bukan manajemen pemerintalaola
pengembangan karir yang tidak jelas menyebabkaatgahabatan
struktural di Badan Diklat lebih dominan (80%) seroleh PNS yang
latar belakang karirnya di bidang pemerintahany &i@ang lain yang
tidak relevan dengan profesi kependidikan. Oleh ekar itu

profesionalisme aparatur Badan Diklat belum tenestecara normatif,
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sehinggga manajemen pendidikan belum dapat dilaksan secara
efektif.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatlaisesfektivitas sistem
pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut:
a. Kemampuan Teknis Substantif
Keikutsertaan dalam Diklat Prajab 11l perlu diduguroleh
kemampuan teknis substantif untuk melaksanakars togleerjaan dalam
jabatannya. Penempatan PNS pada unit kerja/bagiangkali tidak
sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengal&erg dan prestasi
yang dimilikinya. Kompetensi yang dibentuk melaldiklat Prajab Il
lebih bersifat generalistik, sehingga perlu dipetkaleh keikutsertaan
dalam diklat teknis substantif yang sesuai deng@as pekerjaannya.
Tuntutan tugas secara praktis adalah kemampuarsiandén aplikasi
keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan instaasing-masing
(asal peserta).
b. Kemampuan Sosial Ekonomi
Tinggi rendahnya kemampuan sosial ekonomi PNS barkian
pengalaman empirik akan berpengaruh terhadap tingkacapaian
kinerjanya. PNS yang mampu mencukupi kebutuhan akon
keluarganya akan lebih berkonsentrasi dalam mermgihafoblematika
pekerjaannya. Sedangkan PNS yang tidak mampu mepickébutuhan
keluarganya lebih cenderung berkonsentrasi terhagegerjaan-

pekerjaan yang secara ekonomis dapat menambahgstiaghbagi diri
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dan keluarganya. Artinya belum dapat memusatkamatian secara
penuh terhadap problematika pekerjaannya.
c. Fasilitas Pekerjaan
Berbagai kemudahan sangat diperlukan dalam melakaartugas
pekerjaannya, tetapi yang dihadapi adalah berdegjarbatasan dalam
melaksanakan tugas pekerjaannya. Keterbatasabuéada umumnya
berkaitan dengan keterbatasan personil, peralgp@ndanaan, dan
kewenangan yang tidak jelas.
d. Rutinitas Pekerjaan
Dukungan moril kepala unit kerja lebih cenderundgpekerjaan
rutin yang mengalir setiap hari. Dukungan moriluknnengembangkan
idealisme berdasarkan pengetahuan dan ketentraavamn dimilikinya
tidak tampak, bahkan tidak memberikan perhatiarg y@nuh terhadap
gagasan-gagasan dan sikap keinovatifan yang selyarusimbuh.
Situasi organisasi yang kurang kondusif cukup mangtat peningkatan

kinerja aparatur.

B. AnalisisLingkungan Efektivitas Sistem Pembelajaran Diklat Prajab 111
dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur
Tujuan kegiatan analisis atau telaah lingkungarahdantuk mengenali
kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan imema peluang dan
tantangan eksternal organisasi sehingga organisigiat mengantisipasi

perubahan-perubahan di masa yang akan datang. mpirsg itu, dengan
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menggunakan informasi dari hasil telaah tersebggrosasi lebih berkemampuan
untuk mengambil langkah-langkah dalam jangka panjékkdon, 2007:107).
Analisis lingkungan ini dikenal dengan analisis SWA@itu kekuatangtrengthy
peluang Opportunitie, kelemahanWeakness¢slan ancamarrreats.

Menurut Rangkuti (1997), proses pengambilan kepuntistrategis selalu
berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, sitratag kebijakan organisasi.
Dengan demikian perencana strategssrafegic planner harus menganalisa
faktor-faktor strategis organisasi (kekuatan, kelbam, peluang dan ancaman)
dalam kondisi yang ada saat ini. Dalam penelittananalisis SWOT digunakan
sebagai alat bantu untuk pengembangan model dgdgabatan, khususnya
Diklat Prajab 1ll, dengan tetap memperhatikan redlyfang dibahas dalam bagian
sebelumnya, baik hasil analisis deskriptif maupduktif.

Analisis lingkungan dilakukan dengan cara mengiflkasi lingkungan
internal yang terdiri dari unsur-unsur kekuat&strength) dan kelemahan
(weakness)mengidentifikasi lingkungan eksternal yang terdiairi unsur-unsur
peluang(opportunity)dan ancamafthreats), menganalisis medan kekuatan, dan

menentukan formulasi strategi di dalam pengembabijdat Prajab .

1. ldentifikas Lingkungan Internal

Untuk mendapatkan data dan informasi tentang lingkn internal
dilakukan identifikasi berdasarkan kondisi obyek8umberdaya manusia,
sumberdaya keuangan, sumberdaya peralatan, surp@eréialembagaan,
kesisteman, dan sosialisasi program. Hasil-hasihtifikasi lingkungan internal

disajikan pada Tabel 5.1 berikut:
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Tabel 5.1

Identifikasi Ling

kungan Internal

KEKUATAN

KELEMAHAN

Peraturan Daerah Nomor 16 Tah
2000 tentang Pembentukan Bad
Diklat

Keputusan Gub. Jawa Barat No.
Thn 2005 tentang Jejaring Ker
Penyelenggaraan Diklat Aparatur
Badan Diklat telah terakreditasi LA

dan memiliki sertifikasi ISO 9001 |:

2000

Personil Badan Diklat secal
kuantitatif memadai (150 orang)
Widyaiswara 43 orang dan fasilitat
diklat 15 orang memenuhi persyarat
administratif sebagai pengajar pa
diklat PNS

Peralatan media elektronik dan me
cetak untuk proses pembelajaf
tersedia cukup memadai.

Anggaran diklat setiap tahun cuk
besar, mencapai Rp.4 milyar lebih
Sarana dan prasarana bangunan d
di Provinsi relatif memadai.

uh. rekruitmen tid
an

2.
52
ja

Proses
selektif
Kebanyakan
kurang qualified
kependidikan.
Sebagian besar materi ajar Dik
Prajab 1l kurang sesuai deng
kebutuhan peserta diklat
Penyusunan materi bersifeip-down
dan jarang disesuaikan
Strategi pembelajaran belum ide
masih  memerlukan penyesuaig
penyesuaian.
Fasilitas belajar
terutama dalam
multimedia
Sistem evaluasi dan sertifikasi bell
dilaksanakan secara normatif
uB. Analisis kebutuhan diklat
dilakukan dengan semestinya
kiat Orientasi belajar kurang menekank
pada prosesattive learning
10. Sebagian besar Kab/Kota beld
memiliki sarana prasarana bangur
Diklat
11.Pola  pengasuhan

peserta

Pendidik/Widyaiswa
untuk profesi

belum lengkd

pengguna
dia
an.

menimbulk

belum

ak

ra

An-

1P
an

m

an

m
an

kelelahan bagi peserta

Sumber : Hasil penelitian, 2009

2. ldentifikas Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor yang diiden

tifikasi mencakup kebijakeebijaka

n

pemerintah, anggaran, akreditasi diklat, dan pebeaman globalisasi yang telah

dan akan berdampak terhadap kebutuhan dan pengalaan diklat. Hasil-hasil

identifikasi lingkungan eksternal disaji

ikan pad&dleb.2 berikut:
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2
gan Eksternal

PELUANG

ANCAMAN

10.
11.

12.

13.

Tingkat pertumbuhan
cenderung meningkat
Perkembangan teknologi dan komunik
semakin maju

Stabilitas politik nasional
membaik

Stabilitas ekonomi nasional dan dae
cenderung membaik

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 19
tentang Manajemen Kepegawai
Negara

Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 20
tentang Pemerintahan Daerah dan

pendud

cenderur

UK. Krisis ekonomi global

2. Paradigma Diklat Prajab sebag

asi formalitas

3. Penempatan PNS belum berda

ng pada kompetensi jabatan

4. Restrukturisasi kelembaga:

rah daerah berdasarkan PP Nomor
Tahun 2003

98. Diklat teknis substantif pekerjaz

persyaratan jabatan
04
Uu

No0.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah.

PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PN
Pekerjaan PNS yang berjumlah 7
jabatan

Kewenangan daerah
menetapkan widyaiswara
Bimbingan dan Konsultasi dari LAN
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 19
tentang Akuntabilitas Kinerja Instan
Pemerintahan

Keputusan Mendagri Nomor 29 Tah
2002 yang menekankan angga
berbasis kinerja

Perda No. 1/2003 tentang Pola Dal
Pembangunan Daerah Jawa Barat

untuk menj

U7

Lin
[an

sar

an PNS tidak dijadikan salah satu

jai
sar

AN
8

in

Sumber : Hasil penelitian, 2009

3. AnalisisMedan K ekuatan

Medan kekuatan dianalisis berdasarkan skor kekuddanpeluang yang

dibandingkan dengan skor kelemahan dan ancamarbefiam peringkatrating)

untuk kekuatan dan peluang dilakukan dengan carmab@e peringkat 4 jika kuat

mendorong response is superipr peringkat 3 jika cukup kuat mendorong

(response is about averggeperingkat 2 jika cukup mendorongegponse is



291

averag®, dan peringkat 1 jika tidak kuat mendorongesponse is poor)
Sedangkan untuk kelemahan dan ancaman diberikangkatr 4 jika kuat
menghambat, peringkat 3 jika cukup kuat menghamgmingkat 2 jika cukup
menghambat, dan peringkat 1 jika tidak kuat mendganiPenentuan peringkat
untuk unsur-unsur kekuatan, peluang, kelemahanadeaman dilakukan setelah
berkonsultasi dan mendapatkan konfirmasi dari BatiRaerah Provinsi Jawa

Barat. Penentuan skor tersebut disajikan pada BaBdlerikut:

Tabel 5.3
Analisis Medan Kekuatan
UNSUR-UNSUR
UNSUR-UNSUR KEKUATAN | SKOR | SKOR KELEMAHAN
1 2 3 4
1. Peraturan Daerah No. 1 4 4 1. Proses rekruitmen tidak
Tahun 2000 selektif
2. Badan Diklat telah 2. Pendidik/Widyaiswara
o 4 3 o
terakreditasi kurangqualified
3. Personil Badan Diklat secara 3. Materi ajar Diklat Prajab
.. W ) 3 3 :
kuantitatif memadai Il kurang sesuai
4. Jumlah Widyaiswara dan 3 2 4. Penyusunan materi
fasilitator diklat memadai bersifattop-down
5. Anggaran Badan Diklat cukup 3 > 5. Strategi pembelajaran
besar belum ideal
6. Sarana dan prasarana diklat di 1 2 6. Fasilitas belajar belum
Provinsi relatif memadai lengkap
7. Peraturan Gub. Jawa Barat No. > 7. Sistem evaluasi dan
52 Tahun 2005 2 sertifikasi
4 8. Analisis kebutuhan diklat
1 9. Orientasi belajar
1 10.Sarana prasarana diklat
di daerah Kab/Kota
2 11Pola Pengasuhan
Jumlah Skor 20 26 Jumlah Skor
PELUANG ANCAMAN
1. Pertumbuhan penduduk 2 3 Krisis ekonomi global
2. Perkembangan teknologi da > 4 2. Paradigma Diklat PN$
komunikasi sebagai formalitas
3. Stabilitas politik dan 3 4 3. Penempatan PNS tidak
ekonomi nasional dan daerah berdasar kompetensi
4. UU No. 43 Thn 1999 4. Restrukturisasi
3 2
kelembagaan daerah
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1 2 3 4
5. UU No. 32 Thn 2004 dan 4 5 5. Diklat teknis substantif
UU No. 33 Thn 2004 bukan persyaratan

PP No. 101 Thn 2000 4

Keragaman jabatan PNS 2

6

7.

8. Kewenangan daerah

9. Bimbingan dan konsultasi

LAN
10. Inpres No. 7 Thn 1999 3
11. Kepmendagri No. 29 3
Thn.2002
12. Perda No.1 /2003 2
Jumlah Skor 36 15 Jumlah Skor
Total Skor 56 41 Total Skor

Sumber : Hasil penelitian, 2009

Berdasarkan hasil identifikasi di atas, maka dilgdr&esimpulan bahwa
medan kekuatan dan peluang lebih besar dari medem&han dan ancaman
(56>41) yang bermakna bahwa kelemahan dan ancamwag mempengaruhi
efektivitas sistem pembelajaran Diklat Prajab Bpdt diatasi dengan kekuatan

yang dimiliki serta dengan memanfaatkan peluang yala.

4. Matriks Evaluas Internal dan Eksternal
Format Analisis Faktor Internal/Eksternal digunakamuk mengetahui
bobot nilai untuk faktor internal dan eksternallaNbobot masing-masing faktor

tersebut didapatkan dari nilai total variabel yadg.

a. AnalissMatriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)
Sebelum membuat matriks faktor strategi ekstekita,perlu mengetahui
terlebih dahulu faktor strategi eksternal (EFASgriBut ini adalah cara-cara

penentuan faktor strategi eksternal (EFAS):
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1) Pada kolom 1 daftarkan faktor-faktor eksternal parpeluang dan

ancaman yang amat penting. Bobot diurutkan berkiasaprioritas

kepentingan dan seberapa besar suatu kriteria rpgaapeh terhadap

posisi strategis organisasi.

2) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 2), untuk peeoteh total

skor pembobotan bagi organisasi yang bersangkidaai total ini

menunjukkan bagaimana organisasi tertentu bereaksadap faktor-

faktor strategis internalnya. Skor total ini damhgunakan untuk

membandingkan organisasi ini dengan organisasinyaindalam

kelompok industri/bidang garapan yang sama.

Dalam mengisi matriks EFE ini, penulis berkonsiltdengan pihak

manajemen Badiklat Daerah Provinsi Jawa Barat. iksatEFE untuk Badiklat

Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tadeberikut:

Tabel 5.4
Matriks Evaluasi Faktor Eksternal
Faktor Peluang dan Ancaman Bobot | Rating | Skor
1 2 3 4
PELUANG
Pertumbuhan penduduk 0.0§ 2 0.10
Perkembangan teknologi dan komunikasi 0.05 ) 0,10
Stabilitas politik dan ekonomi nasional dan daerah 0.07 3 0.21
UU No. 43 Thn 1999 0.06 3 0.18
UU No. 32 Thn 2004 dan UU No. 33 Thn 2004 0.06 4 240.
PP No. 101 Thn 2000 0.10 4 0.40
Keragaman jabatan PNS 0.0% 2 0.10
Kewenangan daerah 0.05 4 0.20
Bimbingan dan konsultasi LAN 0.08 4 0.32
Inpres No. 7 Thn 1999 0.05 3 0.1%
Kepmendagri No. 29 Thn.2002 0.05 3 0.15
Perda No.1 /2003 0.05 2 0.10
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1 2 3 4
ANCAMAN
Krisis ekonomi global 0.05 3 0.15
Paradigma Diklat PNS sebagai formalitas 0.08 4 0.32
Penempatan PNS tidak berdasar kompetensi 0,05 4 0 0.2
Restrukturisasi kelembagaan daerah 0.05 P 0}10
Diklat teknis substantif bukan persyaratan 0.05 2 .100
Total 1.00 15 3.12

Sumber : Hasil penelitian, 2009

b. AnalisisMatriks Evaluasi Faktor Internal (EFI)

Setelah faktor-faktor strategis internal suatu oigmsi diidentifikasi,
selanjutnya disusun tabel EFI (Evaluasi Faktorrirdh guna merumuskan faktor-
faktor strategi internal tersebut dalam kerangfkangth and weaknessganisasi.

Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom 1 daftarkan faktor-faktor internal berdgekuatan dan
kelemahan yang amat penting. Bobot diurutkan beréas prioritas
kepentingan dan seberapa besar suatu kriteria rigapeh terhadap
posisi strategis organisasi.

2) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 2), untuk peenteh total
skor pembobotan bagi organisasi yang bersangkiddai total ini
menunjukkan bagaimana organisasi tertentu bere¢aksadap faktor-
faktor strategis internalnya.

Pengisian matriks EFI ini, penulis berkonsultasnghn beberapa pihak

yang ada di Badiklat Daerah Provinsi Jawa Barattrikka EFl untuk Badiklat

Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tadxkut ini:
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Tabel 5.5
Matriks Evaluasi Faktor Internal
Faktor Kekuatan dan Kelemahan Bobot | Rating | Skor
1 2 4
KEKUATAN
Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2000 0.10 (0 040
Badan Diklat telah terakreditasi 0.10 0.40
Personil Badan Diklat secara kuantitatif memadai .040 0.12
Jumlah Widyaiswara dan fasilitator diklat memadai .050 0.15
Anggaran Badan Diklat cukup besar 0.04 0.12
Sarana dan prasarana bangunan diklat di Provilagifre
memadai 0.04 0.04
Peraturan Gub. Jawa Barat No. 52 Tahun 2005 0(02 20.04
KELEMAHAN
Proses rekruitmen tidak selektif 0.10 0.40
Pendidik/Widyaiswara kurangualified 0.05 0.15
Materi ajar Diklat Prajab Ill kurang sesuai 0.0p 0.15
Penyusunan materi bersitap-down 0.05 0.10
Strategi pembelajaran belum ideal 0.05 0.10
Fasilitas belajar belum lengkap 0.04 0.08
Sistem evaluasi dan sertifikasi 0.04 0.08
Analisis kebutuhan diklat 0.10 0.4(
Orientasi belajar 0.05 0.05
Sarana prasarana diklat di daerah Kab/Kota 0.04 1 .040Q
Pola Pengasuhan 0.04 0.08
Total 1.00 2.90

Sumber : Hasil penelitian, 2009

c. Total Skor Matriks I nternal-Eksternal

Berdasarkan hasil plot data perhitugan skor pa#ttorfaeksternal dan

internal di atas, maka diperoleh total bobot skaktdr eksternal sebesarl2,

sedangkan total bobot skor faktor internal adaktesar2,90. Selanjutnya hasil

tersebut diplotkan ke dalam matriks internal-eksterDalam matriks ini dapat

dilihat strategi yang disarankan untuk Badiklat @&eProvinsi Jawa Barat dalam

meningkatkan efektivitas manajemen sistem diklajd®r Ill. Matriks Internal-

Eksternal dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut:
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TOTAL SKOR FAKTOR STRATEGI INTERNAL

40 Tinggi 3.0 Sedang 20 Rendah 1.0
1 | 3
GROWTH 1 GROWTH RETRENCHMENT
g I Turnaround
- Konsentrasi Melaldi |
[ Integrasi vertikal I
&1 ] Konsentrasi Melalui
= 1 1 ‘ Integrasi Horizontal
[v4 - =
5 3
4 5 6
P v GROWTH
[eXo] Konsentrasi Melalyi RETRENCHMENT
5 i} 2 Integrasi Horizontal| Captive Company
- E S STABILITY or Divestment
IE 3 Hati- hati
ow
Ll 14 STABILITY
E Tak ada perubahan
Profit Strategi
= 2
7 8 9
<
3 GROWTH GROWTH RETRENCHMENT
S Diversifikasi Diversifikasi Bangkrut atau
o Konsentrik Konglomerat Likuidasi
1.

Gambar 5.1 Matriks Internal-Eksternal

Berdasarkan hasil plot di atas, terlihat bahwa rusgesi Badiklat Provinsi
Jawa Barat berada kuadran pertumbulygowth) dan perlu menerapkan strategi
konsentrasi melalui integrasi horizontal. Jika oigasi berada pada strategi
konsentrasi, maka organisasi tersebut dapat tunmalddui integrasiiQtegration
horizontal maupun vertikal, baik secara internalatoé sumber dayanya sendiri
atau secara eksternal dengan menggunakan sumlzedaayuar. Dari gambar di
atas didapat bahwa nilai organisasi berada padai fbyaitu Growth Strategy.
Growth Strategwaitu strategi yang didesain untuk mencapai pdstuman, baik
dalam penjualan jasa, pemanfaatan asset organmsaft, atau kombinasi dari
ketiganya. Usaha yang dapat dilakukan adalah derggaa meningkatkan
efisiensi dan efektivitas dari usaha yang dilakukalam konteks organisasi

bisnis strategi ini mengacu pada usaha untuk memalkan biaya-biaya sehingga
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dapat meningkatkarprofit. Cara ini merupakan strategi terpenting apabila
organisasi berada dalam pertumbuhan yang cepateddapat kecenderungan
pesaing untuk meningkatkan pangsa pa&owth Strategymelalui integrasi
horizontal adalah suatu kegiatan untuk memperluaganisasi dengan
meningkatkan pasar dengan bertujuan untuk menikgkapenjualan jasa dan

profit.

5. AnalissFormulas Strategi

Untuk memberikan gambaran tentang proses manajstregagis di mana
konsep formulasi strategstfategy formulatioh dan implementasinyastfategy
implementatiop berada, berikut disajikan proses manajemen gigatseperti

tampak pada Gambar 5.2 berikut:

] Evaluation
Environmental . :
: Strategy Formulation Strategy Implementation and
Scanning
Control
External
Mission
Reason for P—
existence Objectives .
Societal What result to .
: accomplish by Strategies
Environment || when
Plan to achieve
TaSk the mission & Policies
Environment objectives
Broad
guideliners
Internal for Programs
decision
making
Activities Process to
needed to monitor
Structure accomplish a Budgets performance and
plan take corrective
action
Cost of the
Culture programs Procedures
Seguence of steps
Resources needed to do the Performance
job
Actual results
A A A A A A A A
\ 4 \ 4 A 4 A 4 A 4 \ 4 \ 4 A 4

Feedback/Learning

Gambar 5.2 Strategic Management Process
Sumber: Wheelen, Thomas L. dan David J. Hung€X020.1
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Dari tahapan proses strategi tersebut menunjuki&wd® untuk mencapai

diperlukan alat yang berperanagab akselerator dan

dinamisator sehingga tujuan dapat tercapai sedaidifedan efisien. Sejalan

dengan hal tersebut, strategi diyakini sebagai alsiiuk mencapai tujuan

organisasi tersebut. Strategi adalah pola tindak@ma yang dipilih untuk

mewujudkan visi organisasi melalui misi. Strateggimbentuk pola pengambilan

keputusan dalam mewujudkan visi organisasi. Dengadakan berpola,
organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daymisasi secara efektif ke
perwujudan visi organisasi. Tanpa strategi yan@tiepumber daya organisasi

akan terhambur konsumsinya, sehingga akan bergbaukt kegagalan organisasi

dalam mewujudkan visinya.

Dari rangkaian proses perumusan dan implementasiegi tersebut,

berikut digambarkan secara menyeluruh proses pdarbueputusan strategis

sebagaimana tampak dalam Gambar 5.3 berikut ini:

3(a) 3 (b)
Scan External Select
Environment: Strategic
* Societal Factors:
e Task * Opportunit
ies
 Threats
1(a) 1(b) 2 /55 5(a)J L 5(b) 6(a) 6 (b)
Evaluate Examine and Review Strategic Analyze Review and Generate and Select and
Current Evaluate the Managers: Strategic Revise as Evaluate Recommend
Performance Current: * Board of Factors Necessary: Strategic Best
Results J\ o Mission Directors (SWOT) in « Mission Alternatives Alternatives
% *  Objectives * Top Management Light of *  Objectives —
 Strategies Cyrrmt
o Policies Situation
8 7
4;% 4 | | 2
Evaluate Implement
Scan Internal Analyze and Strategies:
Environment: Strategic Control * Programs
 Structure Factors Budgets
o Culture (SWOT) in o Procedures
* Resources Light of
Current
Situation
Formulation: Evaluation and Strate;

Gambar 5.3 Strategic Decision-Making Process

Strate;
gs%ep 1-6

Control:
Step 8

Sumber: Wheelen, Thomas L. dan David J. Hunger 20@20-21

Implementation:
Step 7



299

Menurut model proses manajemen strategis yang dikekan Wheelen
dan Hunger seperti tampak pada Gambar 5.2 sebefymipghwa strategi
organisasi  ditetapkan melalui perumusan strategi ngya kemudian
diimplementasikan di dalam organisasi. Lebih lanjiitatakan, bahwa yang
dimaksud perumusan strategstrategy formulation adalah pengembangan
rencana jangka panjang untuk manajemen efektif ldesémpatan dan ancaman
lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahamuganaan/organisasi. Wheelen
dan Hunger (2000:10) juga mengutip pendapat Mah887) yang mengatakan
bahwa perumusan strategi meliputi penentuan migiiab-tujuan yang dapat
dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan p@&dazbijakan.

Formulasi strategi menuntun para eksekutif dalamdefnisikan tentang
bisnis mereka berada, hasil akhir yang ingin dipatkan, dan apa yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan akhir tersebut.dekatan formulasi strategi
merupakan suatu pengembangan dari perencanaan ajapgkjang secara
tradisional. Sebagai suatu proses, maka prosesufasmstrategi harus dimulai
dengan pendefinisian misi perusahaan (Pearce IRddimson, 2003:21).

Strategimerupakarpernyataan yang luas tentang serangkaian tindadsan
arah yang diinginkan organisasi pada waktu yang akaang. Formulasi strategi
dilakukan untuk memperoleh kombinasi strategi SO, \WO, dan WT. Strategi
SO memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluangte§ir&T menggunakan
kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi WO mggoéangi kelemahan
untuk memanfaatkan peluang. Strategi WT memperkkelemahan untuk

menghindari ancaman. Formulasi strategi disajikedaprabel 5.6 berikut ini:



Tabel 5.6 Formulas Strategi

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

» Perda No.16/2002 » Proses rekruitmen tidak selektif
Faktor Internal (IFE) > Badan Diklat telah terakreditasi » Pendidik/Widyaiswara kurangualified
» Personil Badan Diklat secara kuantitgti® Materi ajar Diklat Prajab Il kurang sesuai
memadai » Penyusunan materi bersitap-down
» Jumlah Widyaiswara dan fasilitator diklat secara Strategi pembelajaran belum ideal
kuantitatif memadai » Fasilitas belajar belum lengkap
» Anggaran Badan Diklat cukup besar » Sistem evaluasi dan sertifikasi
Faktor » Sarana dan prasarana bangunan diklat di Proyiisi Analisis kebutuhan diklat
Eksternal (EFE) relatif memadai » Orientasi belajar
» Peraturan Gub. Jawa Barat No. 52 Tahun 2005> Sarana prasarana diklat di daerah Kab/Ko
» Pola Pengasuhan
PELUANG (O) STRATEGI SO: STRATEGI WO

Pertumbuhan penduduk

Perkembangan teknologi dan komunikasi
Stabilitas politik dan ekonomi nasional dan daerg
UU No. 43 Thn 1999

UU No. 32 Thn 2004 dan UU No. 33 Thn 2004
PP No. 101 Thn 2000

Keragaman jabatan PNS

Kewenangan daerah

Bimbingan dan konsultasi LAN

Inpres No. 7 Thn 1999

Kepmendagri No. 29 Thn.2002

Perda No.1 /2003

Kep. Gubernur Jabar No. 52/2005

=0

Meningkatkan manajemen Diklat Prajab I

Meningkatkan kompetensi lulusan diklat

ta

NCAMAN (T):
Krisis ekonomi global
Paradigma Diklat PNS sebagai formalitas
Penempatan PNS tidak berdasar kompetensi
Restrukturisasi kelembagaan daerah
Diklat teknis substantif bukan persyaratan jabata

VVVVVZ2IVVVVYVVVVYVYVVYYY

=)

STRATEGI ST :
Optimalisasi sumber daya diklat yang dimiliki

STRATEGI WT :
Penyelenggaraan diklat berbasis bidang ki
(task orientey

erja

Sumber : Hasil penelitian, 2009

0og
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Strategi SO, yaitu meningkatkan manajemen Diklaja®r 11l dapat dirinci

ke dalam beberapa alternatif strategi sebagai uterik

a.

b.

Implementasi visi dan misi Badan Diklat/Penyelengdaiklat
Menyusun rencana strategis Badan Diklat

Identifikasi kebutuhan PNS

. Pengembangan kurikulum diklat

Penetapan standar kompetensi widyaiswara
Peningkatan efektivitas proses belajar mengajar

Pengembangan sarana dan prasarana diklat

. Peningkatan sinergi hubungan dengan LAN dan lemtegait lainnya

Strategi WO, yaitu meningkatkan kompetensi luludétat dapat dirinci

ke dalam beberapa alternatif sebagai berikut:

a.

b.

C.

Menyusun standar kompetensi diklat
Melakukan analisis kebutuhan diklat (TNA)

Menyelenggarakan seleksi administratif, akadenas, gsikologis

. Memilih widyaiswara secara selektif

Menyusun kurikulum yang ideal
Menyusun strategi pembelajaran yang ideal

Melengkapi fasilitas belajar terutama yang adaat/Kota.

. Meningkatkan orientasi belajar ke arah belajarf §&ttive learning

Mengevaluasi pola “pengasuhan” dalam pengajarartiahen

Melaksanakan evaluasi selama dan pasca diklat
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Strategi ST, yaitu optimalisasi sumber daya diklahg dimiliki dapat

dirinci ke dalam beberapa alternatif sebagai bé&riku

a.

Meningkatkan komitmen segenap personil terhadapgpaian tujuan dan
sasaran diklat

Berupaya menghapuskan kesan Diklat Prajab sebagaglitas melalui
sosialisasi peraturan-peraturan terkait

Meningkatkan kuantitas dan kualitas widyaiswara fdailitator diklat
Menyelenggarakan latihan manajemen diklat bagirsgg@ersonil diluar
widyaiswara

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan iastarkait
Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran diklat

Strategi WT, yaitu meyelenggarakardiklat berbasis bidang kerjaagk

oriented dapat dirinci ke dalam beberapa alternatif sellagakut:

Melaksanakan uji kompetensi

Penyeragaman sistem penyelenggaraan diklat dildaera
Menyelenggarakan diklat teknis substansif
Melaksanakan evaluasi kinerja lulusan

Berdasarkan formulasi strategi tersebut diperol@hal®ernatif yang bisa

digunakan untuk meningkatkan efektivitas manajersistem Diklat Prajab llI

agar kompetensi lulusan berdampak besar terhadapgsatan kinerja aparatur.

Untuk mendapatkan alternatif yang paling baik, kdikan seleksi alternatif

berdasarkan pemberian skor (skor tertinggi 4 daentah 1) dan pembobotan

sebagaimana disajikan pada Tabel 5.7. Pemberiandskopembobotan tersebut
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telah dikonsultasikan kepada instansi yang berkoempgalam efektivitas sistem
pembelajaran Diklat Prajab Il antara lain Badiklzderah Provinsi Jawa Barat,

Badan Kepegawaian Daerah dan Badan/Kantor Dikldadiah Kabupaten/Kota.

Tabd 5.7
Skor dan Pembobotan Alter natif
No Strategi Alter natif Skor | Bobot | Nilai
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatkan Implementasi visi dan misi 4 0.25 1.00
manajemen diklat Badiklat
prajab IlI Menyusun rencana strategis 4 0.25 1.00

(Bobot = 0,25) Badiklat
Identifikasi kebutuhan PN$ 3 0.25 0.15
Pengembangan kurikulum 4 0.2% 1.00
Penetapan standar 4 0.25 1.00
kompetensi widyaiswara
Meningkatkan efektivitas 4 0.25 1.00
proses belajar mengajar

Pengembangan sarana dan3 0.25 0.75
prasarana diklat
Peningkatan sinergi 3 0.25 0.75

hubungan LAN dar
lembaga terkait
2. Meningkatkan Menyusun standar 4 0.30 1.20
kompetensi lulusan | kompetensi diklat
(Bobot = 0,30)

Melakukan analisis 4 0.30 1.20
kebutuhan diklat (TNA)
Menyelenggarakan seleksi 4 0.30 1.20
administratif, akademis dan
psikologis
Memilih widyaiswara, 4 0.30 1.20
secara selektif
Menyusun kurikulum yang 4 0.30 1.20
sesuai dengan kebutuhan
Menyusun strateqi
pembelajaran yang ideal
Melengkapi fasilitas belajar 3 0.30 0.90
Meningkatkan orientagi 3 0.30 0.90
belajar ke arah belajar akiif
(active learning

w

0.30 0.90

Mengevaluasi pola 3 0.30 0.90
"pengasuhan”
Melaksanakan evaluasi 4 0.30 1.20

selama dan pasca diklat
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2 3 4 5 6

Wi

Optimalisasi sumberMeningkatkan  komitmen 3 0.25 0.75
daya yang dimiliki segenap personil terhadap
(Bobot = 0,25) pencapaian tujuan dan
sasaran diklat
Berupaya menghapus kesan 4 0.25 1.00
Diklat sebagai formalitas

Meningkatkan kuantita
dan kualitas widyaiswara

Meningkatkan kuantita
dan kualitas personil diklat
diluar widyaiswara
Meningkatkan  koordinasi 3 0.25 0.75
dan kerjasama dengan
instansi terkait
Meningkatkan efisiensi 3 0.25 0.75
penggunaan anggaran diklat

14
SN

0.25 1.00

)
IS

0.25 1.00

Menyelenggarakan | Melaksanakan uj 4 0.20 0.80
diklat berbasis bidangkompetensi
kerja task orientejl | Penyeragaman sistem 3 0.20 0.60
(Bobot = 0,20) penyelenggaraan diklat i
daerah
Menyelenggarakan diklat 3 0.20 0.60
teknis substansif
Melaksanakan evaluasi 3 0.20 0.60
kinerja aparatur

Sumber : Hasil penelitian, 2009

Dari hasil selektivitas alternatif tersebut dipetobeberapa alternatif yang

paling baik untuk menyempurnakan efektivitas manaje sistem Diklat Prajab

[l agar terbentuk kompetensi yang berdampak beshadap peningkatan kinerja

aparatur. Alternatif-alternatif tersebut adalahaggh berikut:

a.

b.

Menyusun standar kompetensi diklat

Melakukan analisis kebutuhan diklat (TNA)
Menyelenggarakan seleksi administratif, akademmspsakologis
Memilih widyaiswara secara selektif

Menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan

Melaksanakan evaluasi selama dan pasca diklat



305

C. Usulan Mode Konseptual

Terdapat beragam alasan atau faktor-faktor penyetipbrlukannya
kebutuhan Diklat. Menurut Tjiptono dan Diana (2a() adalah berkaitan
dengan kualitas angkatan kerja yang ada, yaitu akempc kerja mencakup
kesiapsediaan dan potensi yang dimilikinya. Kemugi@rsaingan global, dimana
adanya SDM yang unggul merupakan syarat mendata dapat memenangkan
persaingan di era global. Perubahan yang cepat tdars menerus yang
berlangsung dalam lingkungan organisasi atau lingn birokrasi pada saat ini
juga semakin menuntut adanya pembaharuan kemampegawai secara
konstan. Organisasi yang tidak memahami perlunyadig&kan dan pelatihan
tidak akan mungkin dapat mengikuti perubahan tertsebi samping itu juga
berkaitan dengan masalah-masalah alih teknologig yaemakin menuntut
kemampuan SDM, serta adanya perubahan keadaan @dényagg menyebabkan
pendidikan dan pelatihan dibutuhkan untuk melaihy&awan yang berbeda latar
belakangnya agar dapat bekerjasama secara harmonis

Selanjutnya perlu dilihat konteks UU No. 20 Tah@®2 Bab Il Pasal 3
yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfumgsngembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradabanabgagg bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertupuak berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yangnber dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriltakap, kreatif, mandiri

dan menjadi warga negara yang demokratis sertariggyting jawab.
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Kata-kata beriman dan bertakwa kepada Tuhan YarttgaMsa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri daenjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab dalam tujuanligigan nasional di atas,
menandakan bahwa yang menjadi bahan dalam praletidikan hendaknya
berbasis kepada seperangkat nilai sebagai paduaraaanah kognitif, afektif
dan psikomotor. Hal tersebut mengisyaratkan babeor@ valuesemua proses
pendidikan harus bermuara pada penguatan nilai{mééues.

Selanjutnya dikemukakan oleh Sanapiah (2005:1-2@hwa potret
manajemen SDM aparatur Indonesia masih sangat budiaimkan dengan belum
tersusunnya perencanaan PNS yang komprehemgédgrated dan berbasis
kinerja, baik secara nasional maupun institusioqngadaan PNS belum
berdasar pada kebutuhan riil, penempatan PNS yahgmb berdasar pada
kompetensi jabatan, pengembangan pegawai belunadaekén pola pembinaan
karier, sistem penilai kinerja belum obyektif, kikaa pangkat dan jabatan belum
berdasarkan prestasi kerja dan kompetensi, hinggaip netralitas PNS belum
sepenuhnya dijunjung tinggi.

Kondisi seperti digambarkan di atas tampaknya bejaoh berubah
hingga saat ini, sehingga strategi peningkatan ledemsi aparatur jelaslah harus
dilihat secara holistik. Keseluruhan unsur ini pedikelola melalui pembuatan
sistemnya, penerapan sistem tersebut secara lnsiEtn penyempurnaan yang
terus-menerus terhadap sistem yang ada, guna nwikghaSDM aparatur yang
profesional. Salah satu instrumennya difokuskanapaehingkatan kompetensi

SDM aparatur melalui diklat.
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Kajian deskriptif dan induktif efektivitas sistemembelajaran Diklat
Prajab Ill telah menunjukkan bahwa proses pemlyelajaelum berjalan secara
efektif sehingga belum dapat memberikan pengaruhg yaptimal terhadap
peningkatan kinerja aparatur. Dinamika pembangut@m pemerintahan telah
melahirkan kebijakan-kebijakan lain yang semakimomeut akuntabilitas kinerja.
Hal tersebut diperlihatkan oleh Instruksi Presiddamor 7 Tahun 1999 tentang
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan, KepatuMenteri Dalam Negeri
Nomor 29 Tahun 2002 yang menekankan pentingnya amaggberorientasi
kinerja, Peraturan Daerah No. 1/2003 tentang PalsaDPembangunan Daerah
Jawa Barat, dan Keputusan Gubernur Kepala DaeminBi Jawa Barat Nomor
52 Tahun 2005 tentang Jejaring Kerja PenyelenggaPeadidikan dan Pelatihan
Aparatur yang berimplikasi mewujudkan sumberdayaus&a yang tangguh dan
berkinerja tinggi.

Secara teoritik, Ruky (2003:249) menekankan bahemygenggaraan
pendidikan dan pelatihan dinilai efektif jika bent@ak positif terhadap perilaku
kerja. dan peningkatan kinerja organisasi. Mangkareg (2003:161)
mengemukakan pendapat Goldstein dan Burton, bahwterik sukses
penyelenggaraan pelatihan mencakup perubahan déaperilaku kerja untuk
mencapai sukses Kkerja atau berkinerja tinggi. Blarrdr (1976:443)
mengemukakan bahwa perspektif program pelatiharupakan “..the way to
optimize successful performance and decision makingganizatiori.

Hasil-hasil kajian empirik memperlihatkan bahwaekja aparatur sangat

ditentukan oleh kompetensi yang terbentuk sebagail [pembelajaran diklat.
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Untuk meningkatkan efektivitas manajemen sistertatiRrajab 11l agar terbentuk
kompetensi yang berdampak besar terhadap penimgkatarja aparatur, secara
empirik teridentifikasi 6 alternatif paling pentisgbagai berikut:

a. Menyusun standar kompetensi diklat

b. Melakukan analisis kebutuhan diklat (TNA)

c. Menyelenggarakan seleksi administratif, akademisjkgtogis dan

kesehatan

d. Memilih widyaiswara secara selektif

e. Menyusun kurikulum yang ideal sesuai kebutuhan

f. Melaksanakan evaluasi selama dan pasca diklat

Faktor-faktor selain keenam faktor yang telah ditdikasi sebelumnya
tentu juga penting diperhatikan dalam meningkatleiektivitas manajemen
sistem diklat. Logika teoritik, regulatif, dan emkitersebut menekankan bahwa
penilaian akhir efektivitas manajemen sistem diRiajabatan adalah peningkatan
kompetensi lulusan dan peningkatan kinerjanyardptg tugas.

Kompetensi lulusan (PNS) ini tidak semata-mata mexhmdikan aspek
kognitif, tetapi juga nilai-nilai sebagaimana yamgenjadi tujuan utama proses
pendidikan dan latihan. Hal ini sejalan dengan agabd governancedalam
birokrasi yang menginginkan setiap individu peganegeri sipil (PNS) sebagai
unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi maaydrarus memiliki etika dan
moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugas, jonganiliki akuntabilitas dan
penghormatan yang tinggi terhadap tuntutan aspiesikepentingan masyarakat

yang dilayaninya.
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Oleh karena itu secara perspektif penyelenggartdet therorientasi nilai
merupakan konsep dasar untuk menjawab tuntutam€mdiaapembangunan dan
tuntutan kebutuhan masyarakat (pelayanan publid)y yselalu berubah. Bertitik
tolak dari pemikiran tersebut, diusulkaM bdel Konseptual Diklat Prajabatan
Aparatur Pemerintah Golongan |1l Berbasis Nilai Etika Organisas
Pemerintah” .

Diklat PNS masa depan dalam rangka meningkatkagrj&imlancapacity
building diarahkan pada penerapan nilai-nilai dalam pengegdn diklat PNS di
daerah saat ini sudah menjadi kebutuhan yang makdegi aparat agar PNS
sebagai aparatur pemerintah mempunyai kemampuamdalenjalankan tugas
dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikiaarapkan pemberian
pelayanan kepada masyarakat semakin meningkattdarata. Alasan perlunya
penerapan Diklat PNS berbasis nilai ini didasar&&s pentingnya nilai tambah
yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa penerapanseperti yang berlaku
sekarang ini. Selain itu, tuntutan masyarakat yaegiakin besar terhadap
pelayanan PNS daerah telah menjadi suatu kehamwwsak mendesain diklat
berbasis nilai.

Ketertarikan masyarakat pendidikan terhadap peaupgmbinaan nilai
mulai tampak setelah terjadi berbagai masalah daisasi di masyarakat.
Sebagian mereka mulai mempertautkan kembali pewatidiengan nilai, padahal
pendidikan pada hakikatnya tidak pernah lepas ddsdi. Gaffar (2004:8)
menyebutkan, bahwa pendidikan bukan hanya sekedarumbuhkan dan

mengembangkan keseluruhan aspek kemanusiaan takaaaleh nilai, tetapi
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nilai itu merupakan pengikat dan pengarah prosestupbuhan dan
perkembangan tersebut.

Agar pengembangan Diklat PNS berbasis nilai iniatlapemberikan nilai
kompetitif, maka dalam proses pengembangannya hdireacanakan dengan
baik dan harus selaras dengan misi, strategi,rigatemaupun sasaran yang ingin
dicapai organisasi, juga perlu dipilih aplikasi reb®iklat yang akan memenuhi
kebutuhan mendasar, mudah dilaksanakan dan dapainjukkan hasil yang
cepat.

Pada era otonomi daerah saat ini, lembaga diklaindkat Provinsi,
Kabupaten dan Kota diharapkan mampu merancangpteiikasi dan memilih
diklat-diklat "unggulan” yang dibutuhkan oleh dderaasing-masing. Pemilihan
diklat-diklat "unggulan™ ditetapkan dari pelaksamaeegiatan Training Needs
Assessmehi(Analisis Kebutuhan Pelatihan) secara makro maupikro untuk
mendapatkan potret kebutuhan pelatihan sesuailedniidaerah masing-masing.

Dari hasil potret kebutuhan selanjutnya dijajakiotdnasi kediklatan
dengan Instansi Pembina Diklat (LAN) dan InstaresmBina Diklat Teknis dan
Fungsional. Koordinasi kediklatan meliputi: Penyusmu Pedoman Diklat,
Bimbingan Dalam Pengembangan Program Diklat, Bigdoin Dalam
Penyelenggaraan Diklat, Standarisasi dan Akredifagilat, Standarisi dan
Akreditasi Widyaiswara, Pengembangan Sistem Inferniziklat, Pengawasan
Terhadap Program dan Penyelenggaraan Diklat, Peanb&antuan Teknis
melalui Konsultansi, Bimbingan di Tempat Kerja, jsama dalam

Pengembangan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat.
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Selanjutnya perlu ditegaskan beberapa asumsi yanglasarinygbasic
assumption)dalam penetapan Model Konseptual Diklat Prajabagaratur
Pemerintah Golongan Il Berbasis Nilai Etika Orgasi PemerintahValue-
Based Pre-Service Training and Education Model fidre Level Il Civil
Servant} yaitu sebagai berikut:

Pertama : Diklat Prajabatan merupakan salah satypisram pengembangan
diri PNS dan jenis diklat ini diselenggarakan untakningkatkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untiapat
melaksanakan tugas jabatan secara profesional mledidgndasi
kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebututsdéansi. Diklat
Prajabatan bagi PNS Golongan Il diikuti oleh ptsgang memiliki
kepangkatan sebagai Penata. Jika dilihat dari aaE®n
golongannya, maka yang menempati golongan ini hdalareka
dengan pendidikan formal jenjang S1 atau Diplom&d\Vatas, atau
yang setingkat. Dari ketentuan tersebut dapat diagan bahwa
pekerjaan-pekerjaan di tingkat kepangkatan Penatihs mulai
menuntut suatu keahlian bidang ilmu tertentu dengagkup
pemahaman kaidah ilmu yang telah mendalam. Dengan
pemahamannya yang komprehensif tentang sesuatia Pekata
bukan lagi sekedar Pelaksana, melainkan sudah rketahggung
jawab untuk menjamin mutu proses dan keluaran kimgkatan

Pengatur.
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. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Nomor 101 T&0Q00 menyatakan
bahwa kurikulum diklat mengacu pada standar konmgsetgabatan.
Standar kompetensi ini tidak sekedar memperhatisgek kognitif
semata, tetapi juga nilai-nilai filosofis dari pesf sebagai Pegawai
Negeri Sipil, yang pada dasarnya bersumber daai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila.

: Perkembangan reformasi menuntut akunit@slilkinerja instansi

pemerintah (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 19p8jggunaan
anggaran berbasis kinerja (Kepmendagri Nomor 29ufia2002),
dan otonomi daerah membutuhkan aparatur yang tangtn

berkinerja tinggi, memiliki moral yang baik dan legla sesuai
dengan etika Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Dadtamor 1

Tahun 2003).

. Hakekat pendidikan yang sebenarnya sebadat untuk
menginternalisasikan nilai-nilai sejauh ini kuraegfasilitasi dengan
baik. Raw input instrumental inputmaupunenviornmental input
pendidikan terutama dalam Diklat PNS kurang mendppehatian
sebagai bagian yang penting dalam iklim pembelajdba beberapa
tempat penyelenggaraan Diklat misalnya, jarang Isettigemui

media yang dapat memperkuat internalisasi nilgpede slogan-
slogan yang dipasang dalam ruang belajar yangihseisguatan
nilai. Di samping itu, penyelenggara Diklat cendgyukurang

memberikan tauladan sebaghidden curriculum yang mampu
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memperkuat internalisasi nilai-nilai  tersebut, amta lain
menyelenggarakan program tidak sesuai dengan pegloma
manipulasi data kegiatan, dan penyimpangan-penyiggalainnya
yang menyebabkan tujuan program Diklat PNS itu isernidlak
dapat terlaksana dengan semestinya.

Kelimat : Pada konteks SDM, bahwa upaya meninghkatkinerja aparatur
merupakan persoalan yang harus terus menerus régkioleh
setiap organisasi pemerintah. Di antara beberapdorfayang
mempengaruhi kinerja seseorang, ternyata yang dipaérvensi
atau diterapi melalui pendidikan dan latihan adaltdktor
kemampuan yang dapat dikembangkan. Proses pendidéujuan
agar dapat menghasilkan perubahan yang tidak haeykaitan
dengan jumlah pengetahuan saja, tetapi juga dalantulb
kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, minayegeaian diri, dan
lainnya yang berkenaan dengan aspek pribadi seggosahingga
akan tampak pada kinerjanya (Sedarmayanti, 2001:51)

Keenam : Pada konteks manajemen publik, dasar glaten kinerja tidak
semata-mata pada proses yang ditempuh, perlakyaa&dawahan
atau kepada masyarakat, dan bagaimana akuntilbkigalan dalam
organisasi, tetapi lebih luas lagi, yaitu berkendangan kualitas
pelayanan, keterkaitan dengan visi dan misi atdai-miai yang
diperjuangkan organisasi, kesesuaian apa yangjakier organisasi

publik dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, stampai
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seberapa jauh suatu organisasi publik telah bel@m@mecahkan
masalah dan memperbaiki situasi yang dihadapinganasuk
merancang masa depannya. Penilaian kinerja halihstdsebagai
upaya yang berkesinambungan dalam rangka mempeiaédja

organisasi publik (Keban, 2004:1999).

. Institusi/program dibangun untuk memenukebutuhan sosial

ekonomi tertentu. Berdasarkan kebutuhan terselsisdn tujuan
organisasi atau program. Organisasi atau programyeaéakan
inputs (staf, gedung, sumberdaya), menyusun kegiatandeegia
untuk mengolahinputstersebut dalam proses tertentu untuk menjadi
outputs Outputs yang dihasilkan kemudian berinteraksi dengan
lingkungan sehingga memberikan hasil tertentu atisebut
intermediate outcomes dan dalam jangka panjang hasil tersebut
menjelma menjadi dampak atdinal outcomes Peningkatan dan
penilaian kinerja dipertimbangkan (1) relevansijtiyanengukur
keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan derngmman yang
dirumuskan, (2) efisiensi, yaitu perbandingan aniaputs dengan
outputs, (3) efektivitas, yaitu tingkat kesesuaian antawguan
intermediate outcomesdan final outcomes (4) utility and
sustainability yaitu mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara
kebutuhan dengafinal outcomes(Pollit dan Bouckaert, 2000:12-

13).
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melalui upaya pendidikan. Pandangan Freeman BuwnddukunyaCultural
History Of Western Educatiopang dikutip Muhaimin dan Mujib menyatakan,
bahwa hakikat pendidikan adalah proses transforrdasi internalisasi nilai.
Proses pembiasaan terhadap nilai, proses rekosstmiai serta proses
penyesuaian terhadap nilai (Muhaimin & Mujib, 19993:.

Nilai-nilai yang akan ditransformasikan dalam peliicin mencakup nilai-
nilai religi, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilaiagns dan teknologi, nilai-nilai seni,
dan nilai keterampilan. Terkait dengan karaktdcistegawai Negeri Sipil, nilai-
nilai yang perlu ditransformasikan dalam Diklat khanya antara lain: kejujuran
dan kedisiplinan. Nilai-nilai yang ditransformasikaersebut dalam rangka
mempertahankan, mengembangkan, bahkan kalau peengubah budaya
organisasi birokrasi pemerintahan yang lebih mampuayediakan atmosfir bagi
tumbuh dan berkembangnya budaya melayani sesugaddmarapan masyarakat.

Berdasarkan asumsi dan pertimbangan tersebut, Mamedeptual Diklat
Prajabatan Aparatur Pemerintah Golongan |ll Begba&$iiai Etika Organisasi
Pemerintah mengangkat beberapa variabel yang dipgnérusial dan aktual
untuk dikembangkan penerapannya, yaitu: (1) pemarsistandar kompetensi,
(2) melakukan analisis kebutuhan diklat (TNA), (@@nyusunan kurikulum
berbasis nilai-nilai budaya organisasi pemerintahdd) melakukan uji
kompetensi, (5) penyusunan standar kinerja, daav@)asi kinerja.

Secara sistematik, usulan Model Diklat Prajab I8rligasis Nilai Etika
Organisasi Pemerintah mencakup 15 langkah pokagseéberikut:

1) Melakukan analisis profil pekerjaan PNS



2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
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Mempelajari uraian pekerjaan PNS

Mempelajari persyaratan pekerjaan PNS

Menetapkan standar kompetensi sesuai tugas pokofudgsi
Melakukan analisis kebutuhan dik{#aining need analys)s
Melakukan validasi standar kompetensi dan rancangairkulum
Berbasis Nilai-nilai Budaya Organisasi Pemerintahan
Menetapkan Kurikulum Berbasis Nilai-nilai Budaya ga@nisasi
Pemerintahan

Melakukan penyesuaian-penyesuaian padsv input (peserta)
dengan memberi perhatian khusus pada seleksi @gssttumental
input (pendidik/widyaiswara, materi ajar, strategi peflajagan,
fasilitas belajar, kepemimpinan pelaksana), davironmental input
(sosial, prasarana diklat dan budaya).

Melaksanakan proses pembelajaran dengan KurikulerbaBis
Nilai-nilai Budaya Organisasi Pemerintahan

Membentuk kompetensi lulusan Diklat dalam bentukimpgkatan
pengetahuan (kognitif), perubahan sikap dan peril@kektif), dan
peningkatan keterampilan (konatif/psikomotor)
Menyelenggarakan uji kompetensi bagi lulusan Diklat
Penempatan lulusan sesuai hasil uji kompetensi
Menyelenggarakan evaluasi pasca diklat bagi lulii&tat setelah
ditempatkan.

Menyelenggarakan evaluasi kinerja aparatur
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15) Menentukan tingkat kinerja aparatur sebagai umgaik berhadap
kompetensi, penyempurnaan proses belajar mengd&&@M),
penyesuaian pada unsur masukan (input) dan KurnkuBerbasis
Nilai-nilai Budaya Organisasi Pemerintahan.

Untuk lebih lanjut jelasnya Model Konseptual DikRiajabatan Aparatur
Pemerintah Golongan Il Berbasis Nilai Etika Orgasi Pemerintah dapat dilihat
pada Gambar 5.4. Model tersebut tentunya terledituld perlu divalidasi dengan
melakukan konsultasi dan konfirmasi kepada dins&isi yang memiliki

kompetensi dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan.
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D. Uraian Manajemen Sistem Diklat Prajabatan Aparatur Pemerintah
Golongan 111

Dalam kaitan ini, pada dasarnya terdapat dua doiyemng harus ditata
secara sistemik agar penyelenggaraan diklat dapgatghasilkan kompetensi
pegawai yang diharapkan serta berdampak terhadapgiatan kinerjanya di
tempat tugas. Pertama, terkait dengan strategi ipaan diklat yang diperankan
oleh Lembaga Administrasi Negara, sedangkan yartueeadalah strategi
pelaksanaan diklat yang diperankan lembaga diklakteditasi, dalam hal ini
adalah Badiklat Daerah Provinsi Jawa Barat. Nanamikian, domain yang akan
dikaji disini adalah domain yang kedua sesuai dengeran Badiklat sebagai
penyelenggara Diklat Prajabatan.

Setiap lembaga penyelenggara Diklat harus menkidinpetensi diklat
dalam arti berkemampuan menempa SDM aparatur ydatghduntuk memiliki
kompetensi jabatan tertentu termasuk di bidangypakn publik. Oleh karena itu,
setiap lembaga Diklat harus memiliki kompetensi gyasiwujudkan melalui
penerapan manajemen sistem diklat yang memperhaid@ unsur utama yakni
masukan, proses, keluaran yang diuraikan sesugadetahapan dalam Model
Konseptual Diklat Prajabatan Aparatur Pemerintato@yan 11l Berbasis Nilai
Etika Organisasi Pemerintah sebagaimana berikut ini

a. Masukan Diklat (I nput)
1) Etika Organisas Pemerintahan

Etik atau etika berasal dari katthos (bahasa Yunani) yang berarti
karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suaiek, etika akan berkaitan

dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupueloknpok untuk menilai
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apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakanmyasalah atau benar, buruk
atau baik (Wignjosoebroto, 2005:4). Lebih jauh dikan, bahwa etika berkaitan
dengan perilaku yang etis menyangkut seluruh perikaik di dalam ataupun di
luar pekerjaannya. Selain itu diuraikan pula bahetka ini dalam suatu
organisasi sebaiknya diuraikan dalam apa yang wlistbthical Code% atau
kode-kode etik, sehingga jelas apa yang patut ukiak oleh seluruh anggota
organisasi.

Etika dalam organisasi pemerintah adalah pola sdap perilaku yang
diharapkan dari setiap individu dan kelompok yardp adalam organisasi
pemerintah (birokrasi), yang secara keseluruhann akembentuk budaya
organisasi grganization culturg yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi
organisasi pemerintahan.

Dimensi-dimensi hubungan yang menuntut etika diamalorganisasi
pemerintahan meliputi:

a) Dimensi hubungan antara aparatur dengan organysag tertuang
dalam perjanjian, aturan-aturan legal, ataupun tSifaputusan
Pengangkatan.

b) Hubungan antara sesama aparatur dan antara apdeagan Pejabat
dalam struktur hierarkis.

c) Hubungan antara aparatur yang bersangkutan dengamatar dan
organisasi lainnya.

d) Hubungan antara aparatur dengan masyarakat yayaudihya.
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Landasan utama nilai-nilai organisasi pemerintahdalah sebagaimana
tertuang dalam Mukaddimah UUD 1945 alinea keempaitu : “..Untuk
membentuk pemerintahan negara yang melindungi segbangsa dan tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, engawkan kehidupan
berbangsa, dan turut serta dalam memelihara kddartidunia dan perdamaian
yang abadi ...”

Selanjutnya, di dalam Ketetapan Undang-Undang Nor2®r tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang, Bédiarapkan adanya
penyelenggara negara yang bersih dan bebas kokagbssi dan nepotisme. Di
dalam pasal 3 dan penjelasannya ditetapkan assstasan pemerintah: 1) asas
kepastian hukum; 2) asas tertib penyelenggaraaarae@) asas kepentingan
umum; 4) asas keterbukaan; 5) asas proposionafijeasas profesionalitas dan
7.) sas akuntabilitas. Selanjutnya, setiap apamalem mlaksanakan tugasnya
harus dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidiakuwkan perbuatan tercela,
tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, kejaakroni, maupun kelompok,
dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apggog bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penyelenggaraan Diklat berbasis nilai harus dilsinoleh etika organisasi
pemerintahan dengan seperangkat nilai yang dijgnjumggi oleh profesi PNS
sebagaimana dijelaskan dalam kode etik profesimstika PNS sejauh ini
dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 7&l880 Tentang Etika
Pegawai Negeri Sipil. Di dalamnya terdapat 26 bkewvajiban bagi PNS, antara

lain menjunjung tinggi kehormatan dan martabat reegaemerintah dan Pegawai
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Negeri Sipil. Juga dijelaskan 18 butir laranganikempratur PNS, antara lain:
dilarang melaksanakan hal-hal yang dapat menuruké&harmatan atau martabat
negara, pemerintah atau PNS, menyalahgunakan wagenggnyalahgunakan
barang-barang, uang atau surat-surat berharga medjira.

Secara faktual sudahlah jelas di hadapan mata, éaberbagai
pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum PN®rsiekorupsi, kolusi dan
nepotisme yang telah menjatuhkan citra institushgrntah sampai saat ini,
semakin memperkuat perlunya aktualisasi nilai-reféka organisasi pemerintah
di dalam setiap penyelenggaraan tugas melayani nkegan masyarakat.
Lembaga Diklat dirasa sangat tepat sebagai saratik umengaktualisasikan
nilai-nilai tersebut, yang dimulai sejak PNS menkasugas awalnya atau dalam
Diklat Prajabatan. Oleh karena itu, paradigma DRiKeajabatan harus dibangun
dengan berdasarkan etika organisasi pemerintahyang diimplementasikan

dalam kurikulum dan pelaksanaan Diklat itu sendiri.

2) Pengembangan Kurikulum Berbasis Nilai Budaya Organisas
Pemerintahan

Salah satu penyebab belum berhasilnya reformasokrasi untuk
mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yaing d@dalah karena
pemerintah tidak menaruh perhatian yang seriusadayh perubahan budaya
organisasi. Selanjutnya ada dua pertanyaan yamg gigawab mengenai hal ini.
Pertama, apa yang dimaksudkan budaya organisadi?fakbagaimana mengubah

budaya organisasi.
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Budaya organisasi amat besar pengaruhnya padahksban dan hidup
mati sebuah organisasi. Karena itulah, perusahaarsphaan swasta bersedia
mengeluarkan dana yang amat besar untuk mengubdhyduperusahaan
(corporate culturg agar selalu sesuai dengan lingkungannya yantudstaubah
dengan cepat. Sebaliknya, birokrasi pemerintahgaraekurang punya perhatian
terhadap perubahan lingkungan tersebut.

Budaya organisasi adalah semua ciri yang menunjuk&gribadian suatu
organisasi : keyakinan bersama, nilai-nilai danlg@ear-perilaku yang dianut oleh
semua anggota organisasi. Budaya organisasi atladisi yang sangat sukar
diubah. Dalam bukunya “Budaya Corporate dan KeulagguKorporasi”,
Mulyono (2002:56) mendefinisikan budaya organis$sistem nilai yang diyakini
oleh semua anggota organisasi, yang dipelajarapkan dan dikembangkan
secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sisteskagh, dan dapat dijadikan
acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencagpaart organisasi yang telah
ditetapkan”.

Di dalam birokrasi pemerintah, nilai-nilai perilakang diperlukan untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik antaradailah demokratis, addpst-
concious transparan, akuntabel. Semuanya ini sebenarnmgagleum dalam
konsep budaya FAST yang disebarluaskan oleh Anarm@ijar Agustian, yaitu
fathonah, amanah, siddiglan tabligh. (Pidato MENPAN, Prof. Dr. Sofian
Effendi, dalam Lokakarya Nasional Reformasi Birakr22 September 2005).

Pengembangan kurikulum berbasis nilai budaya osganipemerintahan

harus dilakukan secara terencana dan melibatkdvadeir pihak terkait, yaitu
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Lembaga Administrasi Negara, Badan Diklat, dan Bkmggara Diklat di
Kabupaten/Kota. Adanya keterlibatan Kabupaten/Ka&angat perlu agar
kurikulum yang ditetapkan dapat selaras dengantkbbn pekerjaan pegawai di
daerah. Secara prosedural, pengembangan kurikuleralun tahapan-tahapan
tertentu dan melibatkan beberapa aktor kebijakarg yarkait penyelenggaraan
diklat.

Gambaran pengembangan kurikulum untuk pendidikaajalpatan

dikemukakan oleh Su’ud (2010), yaitu khusus petdidiguru sebagai berikut:

- MKL
T Kompetensi M Kep.
U Guru (Teori) A /\
P T S
e} N A MKL |
S ( S K
I Kompetensi U N A A PERKULIAHAN HASIL
Guru | B BELAJAR
L MKL P
(Praktek) U
G | Ped. S
U —N A
R Pedagogik —| H
U Kepribadian MKL
Sosial
Keprofesian Keprof. | \_/

Gambar 5.5 Prosedur Pengembangan Kurikulum Pendidikan Guru
Prajabatan
Sumber : Su'ud, U.S., 2010
Gambaran tersebut menjelaskan, bahwa dalam pendtapkulum, harus
diawali dengan memperhatikan tugas pokok dan fu@ggpoksi) bidang tugas.
Oleh karena itu, dalam penyusunan Kurikulum Besbdsilai-nilai Budaya

Organisasi Pemerintahan inipun pada dasarnya ptgp tmemberikan perhatian

pada Tupoksi pekerjaan PNS yang sejalan dengan yédudarganisasi
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pemerintahan maupun nilai-nilai yang hendak dikemgkan menjadi budaya
organisasi pemerintahan.

Secara sistematis, proses penyusunan kurikulum gaindivalidasi
dilakukan melalui tahap-tahap meliputi:

a) Melakukan analisis profil pekerjaan PNS

Perkembangan organisasi dan perubahan strukturmdaleganisasi
menyebabkan kebutuhan akan pekerjaan baru sema&mingkat. Sebelum
organisasi melakukan seleksi terhadap pegawai wkag menduduki jabatan
yang baru, maka bidang Organisasi perlu mengetdani mengidentifikasi
pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan dilakukan bdgaimana pekerjaan
dilakukan serta jenis personal yang bagaimana jayak menduduki pekerjaan
tersebut. Dalam hal ini, organisasi perlu menetapstandar-standar pekerjaan
dan kriteria keterampilan, pendidikan, dan pengalagang diperlukan.

Analisis profil pekerjaan adalah bagian dari amajgbatan job analysi$.
Pekerjaan dipahami sebagai suatu kumpulan kedud{dasisi) yang memiliki
persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknyanDiagiatan analisis jabatan,
satu pekerjaan dapat diduduki oleh satu orang, lz¢herapa orang yang tersebar
di berbagai tempat. Yoder sebagaimana dikutip dfietngkunegara (2004:13)
menyatakan bahwa analisis jabatan adalah proseelaluin fakta-fakta yang
berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleldidatat secara sistematis.
Hal ini kadang-kadang disebut studi jabatan, yarempengaruhi tugas-tugas,

proses-proses, tanggung jawab, dan kebutuhan kepegayang diselidiki.
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Analisis profil pekerjaan PNS dilakukan oleh Birorg@nisasi pada
instansi masing-masing. Analisa jabatan adalahuskegiatan untuk mencatat,
mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangiamn fakta-fakta yang
berhubungan dengan masing-masing jenis pekerjaamnassistematis dan teratur,
yaitu:

(1) Apa yang dilakukan pegawai pada pekerjaan tersebut

(2) Apa wewenang dan tanggung jawabnya

(3) Mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan

(4) Bagaimana cara melakukannya

(5) Alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam ksehakan
pekerjaannya.

(6) Lamanya jam untuk mengerjakan

(7) Pendidikan, pengalaman dan latihan yang dibutuhkan

(8) Keterampilan, sikap dan kemampuan yang diperlukamkumelakukan
pekerjaan tersebut, dan lain-lain yang relevan.

b) Mempelajari uraian pekerjaan PNS

Pada dasarnya yang dimanfaatkan dari suatu keggatalmsis pekerjaan
adalah hasil yang diperoleh dari proses analigienmgan tersebut. Hasil tersebut
tiada lain dari data pekerjaan yang kemudian disusecara sistematis dan
terorganisir menjadi informasi pekerjaan atau imfasi jabatan. Uraian tentang
informasi pekerjaan ini biasanya disebut uraiaregakn job description.

Uraian pekerjaan adalah suatu catatan yang sisgeteatang tugas dan

tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu, yangislihgrdasarkan fakta-fakta
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yang ada. Penyusunan uraian pekerjaan ini adatejaspenting, terutama untuk
menghindarkan terjadinya perbedaan pengertian,kumenghindari terjadinya
pekerjaan rangkap, serta untuk mengetahui batas-b@inggung jawab dan
wewenang masing-masing pekerjaan.

Hal-hal yang umumnya tercantum dalam Uraian Pe&enaeliputi:

(1) Identifikasi pekerjaan, yang berisi informasi tema nama
pekerjaan, bagian dan nomor kode pekerjaan dalatao bagian;

(2) Ikhtisar pekerjaan, yang berisi penjelasan singiatang pekerjaan
tersebut, yang juga memberikan suatu definisi sihgkang
berguna sebagai tambahan atas informasi pada fikasiti
pekerjaan apabila nama pekerjaan tidak cukup jelas.

(3) Tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Bagian inilalada
merupakan inti dari Uraian Pekerjaan yang menjawatok apa
pekerjaan itu dilaksanakan, dan bagaimana carskeslakannya.

(4) Pengawasan yang harus dilakukan dan yang diteBagian ini
menjelaskan nama-nama pekerjaan yang ada di atadi deawah
pekerjaan ini, dan tingkat pengawasan yang terlibat

(5) Hubungan dengan pekerjaan lain. Bagian ini merkalas
hubungan vertikal dan horizontal pekerjaan ini dengekerjaan-
pekerjaan lainnya dalam hubungannya dengan jatum@si, aliran
serta prosedur kerja.

(6) Mesin, peralatan dan bahan-bahan yang digunakan
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(7) Kondisi kerja, yang menjelaskan tentang kondisk fisxgkungan
kerja dari suatu pekerjaan. Misalnya panas, dinberdebu, ,
bising dan lain-lain terutama kondisi kerja yangdiadaya.

Mempelajari Uraian Pekerjaan PNS ini juga dilakukaleh Biro
Organisasi yang ada di instansi masing-masing dedagka memastikan apakah
uraian pekerjaan yang ditetapkan sudah atau sapalibelum sesuai untuk
mencapai hasil pekerjaan yang diharapkan.

c) Mempelajari persyaratan pekerjaan PNS

Persyaratan pekerjaajolf requirement atau ada yang melihatnya sebagai
spesifikasi pekerjaanjob specificatio) merupakan pernyataan tertulis yang
menunjukkan siapa yang akan melakukan pekerjaamdtu persyaratan yang
diperlukan terutama menyangkut keterampilan, peigetn dan kemampuan
individu (Mathis dan Jackson, 2000:246).

Persyaratan pekerjaan dengan demikian adalah patayaminimal yang
harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatugabaau menjalankan suatu
jenis pekerjaan, agar ia dapat melaksanakan tugas-tyang dibebankan
kepadanya dengan baik. Persyaratan jabatan init dégasun secara bersama-
sama dengan Uraian Jabatan, tetapi dapat jugaudisesara terpisah. Beberapa
hal yang pada umumnya terdapat dalam Persyaratatedeadalah:

(1) Persyaratan pendidikan, latihan dan pengalamaa ker;j

(2) Persyaratan pengetahuan dan keterampilan

(3) Persyaratan fisik dan mental

(4) Persyaratan umur dan jenis kelamin
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Mempelajari Persyaratan Pekerjaan PNS ini jugakaidan oleh Biro
Organisasi yang ada di instansi masing-masing dedagka memastikan apakah
persyaratan pekerjaan yang ditetapkan sudah abalilsg/a belum sesuai untuk
mencapai hasil pekerjaan yang diharapkan dan saegagtina untuk menetapkan
standar kompetensi untuk bidang pekerjaan atatgatertentu.

d) Menetapkan standar kompetensi sesuai kebutuhan

Uraian Pekerjaan dan Persyaratan/Spesifikasi Reltersebagai hasil dari
Analisa Profil Pekerjaan selanjutnya menjadi dasaiuk menentukan standar
kompetensi yang sesuai dengan Tupoksi masing-méstagng. Dalam hal ini
perlu dipahami, bahwa yang dimaksud dengan “stédraldalah suatu ukuran,
patokan, tingkat, kriteria atau persyaratan téutgrang disepakati untuk dicapai.
Dengan demikian standardisasi adalah proses usah&egiatan supaya sesuatu
menjadi terstandar (mencapai suatu tingkat, katatau persyaratan tertentu yang
telah ditetapkan). Standar kompetensi pegawai,ribesaatu proses usaha atau
kegiatan supaya pegawai memiliki kompetensi yangtaedar dalam arti
mencapai suatu patokan, tingkat, kriteria atau yaeatan kompetensi tertentu
yang telah ditetapkan. Dengan adanya Standar KamgietPegawai ini
diharapkan pegawai akan mencapai dan memiliki koemsé sesuai dengan
kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkamkudikuasai, sehingga mampu
melakukan tugasnya secara profesional. Dalam pdgggannya, Standar
Kompetensi Pegawai ini dikembangkan sesuai denganotan pekerjaan maupun

tuntutan masyarakat, berangkat dari kompetensi garay dimiliki oleh pegawai
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yang baru sehingga akhirnya akan tercapai kompesefimgai karyawan yang
profesional.
e) Training Need Analysis

Meskipun kurikulum yang digunakan sudah tepat, mamapabila
pemilihan sasaran (peserta) diklat tidak sesuavesl dengan tujuan yang hendak
dicapai, maka diklat tidak akan efektif. Penelaah&s hal tersebut adalah akan
lebih tepat bila kita mengkajinya dengan suatu pkathn yang disebut sebagai
atau analisis kebutuhan diklataining needs assessmgnPenilaian kebutuhan
akan diklat menjadi hal penting mengingat diklap&sa pegawai negeri sipil
(PNS) masih tetap perlu untuk dilanjutkan penyejamgannya dalam kerangka
terus mengembangkan atau meningkatkan SDM (apgretoerintah).

Kebutuhan pelatihan menurut Briggs (dalam KonsepaD#®KD LAN,
2005:9) adalah “ketimpangan atgap antara apa yang seharusnya dengan apa
yang senyatanya”. Bagi pegawai baru, pentingnya Td¢ferti dikemukakan
Dessler dan Huat (2006:175)the objective of analyzing 'new’ employees’
training needs is to decide what the job is abaud o break it down into tasks,
each of which is then taught to the new emplbyi€ebutuhan pelatihan dapat
diketahui sekiranya terjadi ketimpangan antara lgingengetahuan, keahlian
dan perilaku) yang senyatanya ada dengan tujuaastiyjang diharapkan tercipta
pada suatu organisasi. Tidak semua kesenjangan katawtuhan mempunyai
tingkat kepentingan yang sama untuk segera dipemdika antara kebutuhan
yang dipilih dengan kepentingan untuk dipenuhi kad#erjadi masalah atau

“selected gap
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AKD memegang peran penting dalam setiap prograratdikebab dari
analisis ini akan diketahui diklat apa saja yariguan bagi suatu organisasi pada
saat ini dan juga dimasa yang akan datang, yangrtbelalam tahap analisis
kebutuhan diklat ini dapat diidentifikasi jenis ldikapa saja yang dibutuhkan oleh
pegawai dalam mengemban kewajibannya. Hasil AKD laadadentifikasi
performance gap Kesenjangan kinerja tersebut dapat diidentifikagbagai
perbedaan antara kinerja yang diharapkan dan &inedgtual individu.
Kesenjangan kinerja dapat ditemukan dengan meniidasi dan
mendokumentasi standar atau persyaratan kompsgi@mgiharus dipenuhi dalam
melaksanakan pekerjaan dan mencocokkan denganjakiaktual individu di
tempat kerja.

Jika ditelaah secara lebih lanjut, maka analisibuiéhan pelatihan
memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah:

(1) Memastikan bahwa pelatihan memang merupakan saah s
solusi untuk memperbaiki atau meningkatkan kinggaawai
dan produktivitas organisasi.

(2) Memastikan bahwa para peserta pelatihan yang mangik
pelatihan benar-benar orang-orang yang tepat.

3) Memastikan bahwa pengetahuan dan ketrampilan yiajaykhn
selama pelatihan benar-benar sesuai dengan elderearekerja
yang dituntut dalam suatu jabatan tertentu.

4) Mengidentifikasi bahwa jenis pelatihan dan metodegydipilih

sesuai dengan tema atau materi pelatihan.
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(5) Memastikan bahwa penurunan kinerja atau pun magalaipada
adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuaamipgian
dan sikap-sikap kerja; bukan oleh alasan-alasanylang tidak
bisa diselesaikan melalui pelatihan.

(6) Memperhitungkan untung-ruginya melaksanakan pelatih
mengingat bahwa sebuah pelatihan pasti membutuddgamliah
dana.

Training need analysisuntuk diklat prajabatan dikembangkan oleh
Lembaga Administrasi Negara yang validasinya mtdom pemerintah
Kabupaten/Kota, sehingga kurikulum Diklat Prajab Berbasis Nilai sesuai
standar kompetensi yang diperlukan secara nydégpangan.

2. Penetapan Kurikulum Berbasis Nilai-nilai Budaya &mgasi

Pemerintahan

Standar Kompetensi yang sesuai Tupoksi dan hasilD ABerupa
performance gamkan menjadi masukan dalam membuat rancangan wwmk
Diklat Prajab 1l Berbasis Nilai-nilai Budaya Orgaasi Pemerintahan, yang
apabila telah disepakati oleh pihak-pihak terkaélanjutnya ditetapkan untuk

diimplementasikan oleh Lembaga Administrasi Negara.

2) Penyesuaian-penyesuaian pada Komponen-komponen PBM
Dengan adanya pengembangan Kurikulum Berbasis -Ni&i Budaya
Organisasi Pemerintahan, maka perlu dilakukan rayan-penyesuaian pada

setiap komponen yang menjadi masukepyt) untuk proses belajar mengajar.
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Masing-masing komponen tersebut perlu disesuaikgm mengikuti arah yang
diinginkan oleh perubahan kurikulum dan tujuan ydmemndak dicapai. Sesuai
dengan hasil penelitian, maka komponen-komponen R&kebut meliputraw
input (peserta diklat), instrumental input (pendidik, materi ajar, strategi
pembelajaran, fasilitas belajar dan kepemimpindakgana), darnvironmental

input yang dapat dikontrol oleh Lembaga PenyelenggaktaDi

a) Raw Input (Seleks Peserta Diklat)

Secara mendasar, konteks pengembangan sumberdagtuapemerintah
melalui Diklat dilakukan sebagai upaya untuk mekatigan kapabilitas
(performancg sumberdaya aparatur pemerintah yang selamaanigdap masih
rendah. Intensifikasi terhadap upaya Diklat bagiSPNiga sejalan dengan
penataan kembali kebijakan kepegawaian dalam sipgmbinaan karier yang
dititikberatkan padamerit system dimana basis pembinaannya didasari oleh
kemampuan dan profesionalisme dalam mencapai tikgkerja yang ditentukan.
Diklat juga diharapkan dapat mengurangi kesenjarfgap yang terjadi antara
tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanagatetersedianya sumberdaya
aparatur. Secara faktual pengembangan PNS mel#lait Phasih belum optimal
dan juga masih belum memperhatikan pada aspek lodyenya, yang
diperlihatkan dengan kondisi prasyarat dan pasoggbenggaraan Diklat selama
ini masih memperlihatkan kelemahan-kelemahanny&niydl) ukuran dan
kriteria peserta PNS yang mengikuti program-progEikiat masih belum jelas,
(2) PNS yang mengikuti program-program Diklat tidakikuti dengan

penempatan pada posisi yang seharusnya (Kuspriglmmoy 2009:16).
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Menyikapi kondisi tersebut, maka khusus mengenaema Diklat ini,
peneliti ingin mengkaji lebih dalam terutama paddesn seleksi peserta Diklat.
Hal ini dirasa sangat penting, karena berdasarkgiarkdi lapangan dan temuan
sebelumnya, bahwa sistem seleksi peserta Diklatipakan faktor yang kritis di
dalam penyelenggaraan Diklat, termasuk dalam Didtajabatan.

Istilah seleksi di dalam konteks “"seleksi calongpts Diklat” memang
masih belum didefinisikan secara khusus. Mengannddilah seleksi yang
digunakan dalam seleksi penerimaan pegawai, Bobtaddn Snell (2004:184)
mengemukakan mengenai seleksi sebagai berikBroceéss of choosing
individuals who have relevant qualilifications tdl &xisting or projected job
openings’. Hal yang sama dikemukakan Sikula (1996:185pagabberikut:

Selecting is choosing. Any selection is a collectd things chosen. The

selection process involves picking out by prefezesame objects or things

from among others. In reference to staffing and leympent, selection
refers specifically to the decisin to hiore a liedtnumber of workers from

a group of potential employees

Penyeleksian adalah pemilihan. Menyeleksi merupakanatu
pengumpulan dari suatu pilihan. Proses seleksibatiian pilihan dari berbagai
objek dengan mengutamakan beberapa objek saja yhpidjh. Dalam
kepegawaian, seleksi lebih secara khusus mengakdpiutusan dengan
membatasi jumlah pegawai yang dapat dikontrakkanalari pilihan sekelompok
calon-calon pegawai yang berpotensi.

Seleksi peserta Diklat pun tidak jauh berbeda dglengertian dan arah

tujuannya, bahwa penyeleksian yang dilakukan dianguuntuk menentukan
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pilihan terhadap peserta Diklat yang tepat, layakipun berkualifikasiqualified)
mengikuti Diklat di antara sekian banyak calon pasgang ada.

Seleksi peserta sebagai pintu masuk yang harugadgangan baik oleh
setiap penyelenggara Diklat memiliki arti menddsaena akan menentukan hasil
pembelajaran maupun dampak yang diharapkan. lbaedérial dasar untuk
berproduksi, maka hanya dengaaterial (SDM yang direkrut) yang bagus akan
diperoleh hasilqutpu) dan dampakaoutcomg yang bagus pula. Sebaliknya juga
demikian, jikamateriatnya jelek, walaupun sistemnya bagus, maka hasjugea
akan tetap jelek.

Penyelenggara Diklat yang sukses adalah penyelemgQ&lat yang
memiliki kepedulian tentang kualitas lulusannyaalitas SDM aparatur). Dengan
memiliki kualitas SDM aparatur yang unggul, makaekja akan meningkat dan
pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapasyanakat akan mampu
diwujudkan. Seperti halnya ketika organisasi metaku rekrutmen SDM
mengambil langkah yang paling strategis denganrprogekrutmen dan seleksi
yang ketat, maka di dalam penyelenggaraan Diklajapatan inipun haruslah
menggunakan paradigma tersebut. Hal ini tentu jugasyaratkan bahwa setiap
penyelenggara Diklat harus memiliki orang-oranggypaaham bagaimana fungsi
rekrutmen di lembaga Diklatnya dan bagaimana mamian tugas sesuai harapan
organisasinya.

Secara perspektif penyelenggaraan diklat prajabatag efektif haruslah
menerapkan sistem seleksi yang ketat pula. Betttdk dari pemikiran tersebut,

maka khusus untuk seleksi peserta Diklat PrajabHtaini diusulkan ‘Model
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Seleks Peserta Diklat Prajabatan Aparatur Pemerintah Golongan 111”7

sebagaimana berikut:
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Gambar 5.6 Model Seleks Peserta Diklat Prajabatan Golongan 111

Agar pengembangan Model Seleksi Peserta DiklataPagn Golongan
[l ini dapat memberikan nilai performansi, makaaaa proses pengembangannya
harus direncanakan dengan baik dan harus selangarenisi, strategi, tantangan
maupun sasaran yang ingin dicapai baik oleh organigenyelenggara Diklat
pada satu pihak maupun harapan instansi pengguragi(jin peserta), juga
relevan dengan aplikasi model Diklat yang akan nmrhekebutuhan mendasar,
mudah dilaksanakan dan dapat menunjukkan hasil geypat dan tepat.

Adapun penjelasan mengenai model di atas sebagiaiithe

(1) Tahap Persiapan

Di dalam pengadaan SDM aparatur, proses seleld jidtang mengalami
kegagalan, dalam arti setelah terseleksi namun einuklian hari sebagian

besar lulusan berkinerja di bawah standar yangaiikan. Hal ini diduga karena
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ada yang salah dalam penyeleksian. Begitu pulaaepgnyelenggaraan Diklat

berpotensi gagal dalam mendidik dan melatih pegskiat apabila sistem seleksi

peserta yang diterapkan salah, yang umumnya teirtepada beberapa hal
sebagai berikut:

1. Penyeleksian peserta tidak terkait dengan elermemesl lain seperti strategi
dan tujuan/sasaran Diklat, analisis persyarataengekn, dan penilaian kinerja.

2. Penyeleksian dilakukan secara parsial dan keputyaaidak didasarkan pada
standar pemilihan peserta; dengan kata lain tidakukur dan hanya
berdasarkan intuisi dan persepsi saja. Bahkan tigakng keputusan
penyeleksian hanya berdasarkan besarnya “konitigaag diberikan calon
peserta kepada pihak penyeleksi.

3. Penyeleksian tidak memiliki perencanaan penyelekgang terarah. Karena
itu di samping mempertimbangkan elemen fungsi genal MSDM, maka
yang terpenting adalah penyeleksian harus puldabarkan kompetensi calon
peserta, baik yang sifatnyard competencynaupunsoft competencgtan yang
di dalamnya mengandung unsur-unsur performansi ydihgrapkan dari
lulusan Diklat.

Terdapat sejumlah unsur yang erat kaitannya dermases seleksi
peserta Diklat yaitu yang menjadi masukan-masukasebpagai berikut:
(a) Training Need Analysi§TNA) yang didasari pula atas hasil Analisis
Pekerjaan PNS. Isinya menentukan apa tugas daajikew aparatur
untuk setiap pekerjaannya. Selain itu juga spessfibekerjaan yang

menspesifikasi ciri sifat, keahlian, dan latar kalay individu yang
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harus dimiliki untuk mengkualifikasi pekerjaan. Mgemai hasil
analisis pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan TNiAtelah dibahas
lebih jelas di bagian sebelumnya.

(b) Kuota Diklat Prajabatan Golongan |Ill. PenyelenggaraDiklat
Prajabatan saat ini sangat tergantung dari keteeedanggaran
pemerintah daerah, termasuk persoalan kuota. [p&seastapan kuota
adalah formasi dan karakteristik CPNS yang adaagkttap daerah,
baik yang pengangkatan CPNS-nya berasal dari rekrutpegawai
baru maupun mereka yang sebelumnya telah berstab#gyai tenaga
honorer. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tidakus. CPNS secara
bersamaan dapat mengikuti prajabatan, dan haeimiutmemerlukan
suatu penyeleksian yang semestinya.

(c) Indikator keberhasilan penyelenggaraan Diklat. Rer@an peserta
Diklat yang berhasil akan menentukan jenis calosefa seperti apa
yang sebaiknya diseleksi dan bagaimana kontrigagierhadap hasil
seleksi yang diharapkan, terhadap proses belajagajee (PBM) serta
terhadap efektivitas penyelenggaraan Diklat sekasgluruhan. Oleh
karena itu, fungsi rekrutmen dan seleksi juga haramiliki sejumlah
indikator keberhasilan. Keberhasilan dalam fungskrutmen dan
seleksi peserta Diklat dapat dinilai dengan memp®agan sejumlah
kriteria di antaranya sebagai berikut:

i.  Jumlah pelamar
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Jumlah peserta yang terseleksi

Jumlah peserta yang lulus

iv. Mutu hasil belajar

Jumlah pelamar akan kelihatan mempunyai nilai kdalam penentuan

keefektifan program perekrutan peserta Diklat k@rena para pelamar

bisa saja ditarik dengan metode-metode yang tidakghmasilkan Diklat

yang sukses. Jumlah peserta yang lulus dapat megadjuk yang lebih

baik atas mutu dari peserta Diklat yang ditetapKdntu hasil belajar

semakin dekat kepada sasaran yang sebenarnya umémkperoleh

pegawai yang sukses mengikuti Diklat.

Selanjutnya, beberapa hal yang dipersiapkan urgldgkganaan rekrutmen

dan seleksi peserta Diklat yaitu:

(a) Pembentukan Panitia Rekrutmen dan Seleksi. Pamitthbentuk oleh

Lembaga Diklat/Badan Diklat dengan jumlah anggotesuai

kebutuhan dan bertugas untuk melakukan hal-habsébarikut :

Sosialisasi penyelenggaraan Diklat Prajabatan

Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi sumhb&au
pengirim peserta Diklat untuk pelaksanaan pengmipeserta.
Melakukan rekrutmen peserta Diklat sesuai dengasypeatan-
persyaratan yang ditentukan.

Menunjuk Tim Seleksi sekaligus melaksanakan prosesksi

peserta Diklat. Penunjukan Tim Seleksi sangat pgnti
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memperhatikan kompetensi orang yang ditunjuk, yalar segi
pengetahuan dan keterampilan maupun aspek indepenyea.

(b) Mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas etegtapkan :

i. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pekssan
rekrutmen dan seleksi.

ii. Teknik-teknik rekrutmen dan seleksi

iii. Sistem seleksi yang digunakan

iv. Jadwal rekrutmen dan seleksi

v. Dukungan anggaran dan lainnya

(2) Tahap Rekrutmen

Rekrutmen merupakan suatu keputusan tentang di m@mebagaimana
caranya mencari calon peserta Diklat. Tujuan diadaia proses rekrutmen yaitu
untuk mendapatkan sebanyak mungkin calon pesertey ysesuai dengan
kualifikasi yang dibutuhkan. Upaya untuk mendapatisebanyak-banyaknya
calon peserta ini dimaksudkan agar penyelenggakdatDdapat lebih leluasa
untuk memilih dan menyeleksi calon peserta yangaetengan persyaratan yang
dituntut oleh Diklat yang dilaksanakan.

Calon peserta Diklat Prajabatan Golongan Il ad&l®NS yang ada di
berbagai instansi. Setiap CPNS yang telah memempeansyaratan secara
administratif sesuai yang dimaksud dalam Perati®amerintan Nomor 101
Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan JalBai&@hadalah calon peserta

yang dapat direkrut.
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Pada tahapan rekrutmen ini, penyelenggara Dikldbkakan kegiatan

sosialisasi penyelenggaraan Diklat Prajabatan @alonlll kepada seluruh

instansi yang ada di daerah masing-masing berikatygmpaian persyaratan-

persyaratan yang ditetapkan baik persyaratan umaopum khusus, mekanisme

pendaftaran, serta hal-hal lain yang perlu diketaheh pembina kepegawaian

atau pejabat yang berwenang menetapkan pengirialan peserta Diklat.

Adapun kriteria yang hendaknya berlaku di dalammutken calon peserta

Diklat adalah sebagai berikut:

(a) Kriteria Umum

CPNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurgad bulan
terhitung mulai pengangkatan sebagai CPNS GoloHgan

Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian ataendeh-
rendahnya pejabat eselon Il atasan langsungnyaadsatcn
kebijakan kepegawaian di instansi bersangkutan, gaten

melampirkan SK Pengangkatan Sebagai CPNS.

(b) Kriteria Khusus

Sanggup mengikuti semua peraturan yang diberlakakatalam
pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan IlI, ditkakti dengan
Surat Pernyataan Kesanggupan dari calon peserlat Dik

Umur tidak melebihi ketentuan yang dipersyaratkaenunut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memiliki ijazah D4, S1, S2, S3 dan yang sederajguki Diklat

Prajabatan Golongan III.
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iv. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Surat Kgtarabokter
Rumah Sakit Pemerintah.

(3) Tahap Seleks

Pembuat keputusan dari instansi-instansi yang bemgdalam mengatur
penyelenggaraan Diklat harus menentukan kombinagens seleksi yang
diterapkan, yang umumnya meliputi beberapa tahagmeksi berupa seleksi
administrasi, wawancara, tes dan seleksi lainnydukurdigunakan dalam
memutuskan calon peserta Diklat. Di dalam praktekmyemang tidak ada
kombinasi dari instrumen penyeleksian yang stanohaversal, di mana antar
organisasi penyelenggara Diklat dapat saja tepadbedaan langkah atau unsur
yang digunakan untuk penyeleksian peserta Diklal. ini dapat terjadi karena
adanya perbedaan dalam kemampuan anggaran, tehkgselaeksi, instrumen
penyeleksian dan sebagainya. Juga tidak ada stpedseleksian yang mampu
menunjukkan mana yang dapat meminimalkan biayaedeksian yang berlaku
untuk setiap organisasi. Namun demikian, yang naenjprinsip dasar
penyeleksian seharusnya sama yakni berorientafrpemsi. Dengan orientasi
itu, maka setiap langkah dan elemen yang terkaitiayas mencerminkan bahwa
semuanya itu dipertimbangkan untuk sampai menent®@M aparatur yang
kompeten sesuai dengan performansi lulusan, bai& pagkataroutputsmaupun
outcomesya.

Beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaaksisalgelaskan

sebagai berikut:
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(a) Teknik-Teknik Seleksi
Teknik-teknik seleksi peserta Prajabatan Golongjagditu menggunakan
beberapa jenis tes meliputi: tes administratif, pengetahuan akademik, tes
psikologis, wawancara, dan tes kesehatan.
Berbagai prinsip untuk program tes peserta Diklatublah dipahami
sebagai berikut:
i. Tes hanyalah alat tambahan untuk melakukan setisibukan
satu-satunya untuk melakukan proses seleksi
ii.  Administrasi tes haruslah diawasi dan distandasdegar hasil tes
tersebut bisa diperbandingkan
iii.  Sejauh mungkin instrumen tes harus valid.
Berikut dijelaskan beberapa jenis tes yang perdakan di dalam seleksi
peserta Diklat Prajabatan Golongan lll, yaitu:
i.  Tes Administratif
Tes administratif merupakan tes paling pertama ydilgkukan oleh
pembina kepegawaian di instansi masing untuk mekaasbahwa calon peserta
Diklat yang diusulkan telah memenuhi kriteria umdan khusus seperti telah
dikemukakan sebelumnya.
ii. Tes Potensi Akademik
Tes potensi akademik bertujuan untuk mengetahgkain penguasaan
materi pengetahuan akademik calon peserta Dikla@teiM tes yang diberikan

harus disesuaikan dengan bidang pendidikan daketimgendidikan calon peserta
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Diklat. Di samping itu pula diberikan materi tesngeberhubungan dengan materi-
materi yang akan diberikan dalam pelaksanaan Didiajabatan Golongan Ill.
iii. Tes Psikologis

Tes psikologis merupakan alat yang dirancang untekgukur berbagai
faktor psikologis tertentu (Flippo, 1999:231). Tajutes psikologis adalah untuk
memperkirakan apa yang akan dilakukan oleh sesgodarmasa yang akan
datang. Pada hakekatnya penyeleksi sedang mengpuyang menurut yang
mereka rasakan akan menjadi sampel yang represéataiperilaku manusia dan
mempergunakan pengukuran itu untuk meramalkanageriindividu di masa
yang akan datang. Faktor-faktor yang diukur yastutdng jenis psikologis seperti
kemampuan berpikir, kemampuan belajar, minat, bakabtivasi, emosi,
kepribadian, dan kemampuan khusus lainnya yang peta calon peserta.
Biasanya dalam istilah itu juga termasuk tes-tegyy@dirancang untuk mengukur
kemampuan jasmani fisik atau gerak tertentu sefetgrampilan tangan atau
koordinasi tangan-mata.

Tes psikologis ini diberikan oleh ahli psikologi.ed psikologis
mengungkap kemampuan potensial dan kemampuan cgfata peserta. Tes ini
akan berguna sebagai masukan di dalam pelaksamasespbelajar mengajar,
karena dapat diketahui karakteristik dari masinginta peserta Diklat yang
nantinya ditetapkan sebagai peserta.

Beberapa tes psikologis yang diberikan untuk sefsserta Diklat, antara

lain tes bakatgptitude tegt tes kecenderungan untuk motivasi berprestessq
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achievement test tes minat bidang pekerjaanvo€ational interegt tes
kepribadian fjersonality tegt

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan IIl nsalaini tidak
melaksanakan tes psikologis tanpa alasan yang fedakahal tes ini dirasa sangat
penting untuk selektivitas peserta Diklat yang tkebaik dan penting pula untuk
masukan dalam proses pembelajaran.

Di bawah ini merupakan macam-macam tes yang dagahakan untuk
program tes psikologis peserta Diklat, yaitu:

(1) Tes Kecerdasan

Tes kecerdasan ialah tes standar yang paling badij@kukan oleh di
berbagai lembaga Diklat, tes ini juga merupakaabsahtu jenis tes yang pertama
sekali dikembangkan oleh para ahli psikologi. Sadatu jenis tes kecerdasan
yang pertama yaitu tes Binet-Simon, menganggap ddtegerdasan ialah suatu
sifat umum, suatu kemampuan untuk mengerti, mematiamberpikir.

(2) TesBakat

Sementara kecerdasan didefinisikan sebagai suéti wnum, bakat
merupakan satu kemampuan yang lebih khusus. “Tkat bmengukur apakah
seseorang mempunyai kemampuan atau kecakapan bewrsgm untuk
mempelajari suatu pekerjaan tertentu jika diberika@hatihan yang memadai*.
(Hasibuan, 2003:92). Penggunaan tes bakat iniatikan untuk dipergunakan
jika seseorang calon peserta Diklat mempunyai gegéngalaman pada semua

bidang pekerjaan yang ada di lingkungan tugasnysangamasing.
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(3) Tes Prestasi

Bakat adalah sesuatu kemampuan untuk belajar di yeagy akan datang,
prestasi berhubungan dengan apa yang telah dis@lesdeh seseorang. Jika para
peserta Diklat mengetahui sesuatu, maka suatu restapi diberikan untuk
mengukur betapa baik calon peserta Diklat itu miigenya.

(4) Tes Minat

Semua orang menyadari bahwa seseorang yang menpunigat
terhadap suatu jabatan atau pekerjaan tertentm, mieamgerjakan dengan lebih
baik daripada tidak berminat. Di dalam perspektium, penempatan-
penempatan untuk jabatan seperti akuntan, arsdekter, insinyur, manajer
personalia, manajer produksi dan guru banyak merajgun tipe tes ini.

(5) TesKepribadian

Tes kepribadian sangat berperan penting dalam rémenkeberhasilan
seseorang. Seringkali seseorang yang memiliki Besan, bakat dan pengalaman
untuk suatu pekerjaan atau suatu bidang keahliatenta gagal karena
ketidakmampuannya bergaul dan memotivasi orang Te#s kepribadian mirip
dengan tes minat karena sama-sama menyangkut swegalah serius untuk
memperoleh suatu jawaban yang jujur. Di dalam sitpanerimaan peserta yang
kompetitif, calon peserta akan sangat termotivasiik memberikan kesan yang
baik, akibatnya seorang calpeserta yang diuji dengan tes ini seringkali tedaw
untuk mengubah jawaban-jawaban yang memungkinkamlanD usaha
mendapatkan penilaian kepribadian yang realiség, groyektif telah dirancang.

Kebanyakan tes-tes kepribadian menggunakan serianggambar-gambar satu
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persatu, dan diminta untuk menyusun cerita sedranmatingkin untuk setiap
gambar.

Dari kelima jenis tes psikologis tersebut, makakidemuanya perlu atau
relevan untuk kepentingan seleksi peserta DiklajaBatan Golongan Ill. Sesuai
karakteristik Diklat Prajabatan Golongan IlI itu nd@i, maka setidaknya
dilaksanakan tes psikologis dalam bentuk Tes Kesam, Tes Prestasi dan Tes
Kepribadian. Ketiga jenis tes psikologis ini dirgealu baik dalam kaitan dengan
kebutuhan peserta Diklat yang sesuai kualifikasimaupun dalam kaitannya
dengan masukan yang dibutuhkan oleh organisaseparggara Diklat.

iv. Tes Kesehatan

Tes kesehatan merupakan sarana untuk memastikara [s@mua peserta
yang nanti ditetapkan betul-betul sehat jasmanu dbarbadan sehat yang
dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Rumaht $@merintah. Tes
kesehatan ini seperti telah dikemukakan sebelumoyiup dilaksanakan di
instansi masing-masing calon peserta. Akan teta@nyelenggara Diklat jika
memungkinkan juga dapat melakukan tes kesehatag bkgi mereka yang telah
lulus tes potensi akademik dan tes psikologis.

a) Kegiatan Koordinasi Administratif

Penyelenggara Diklat dalam pelaksanaan seleksitpd3ilat Prajabatan
Golongan 1l di dalam prosesnya melaksanakan bpbek&giatan koordinasi
dengan instansi terkait yaitu sebagai berikut:

I. Lembaga penyelenggara Diklat mengirimkan informastang

rencana pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongankdfjada
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instansi sasaran melalui serendah-rendahnya pegsedon Il
unit kerja urusan kepegawaian.

Instansi sasaran melalui serendah-rendahnya pegsahon Il
atasan langsungnya mengusulkan nama calon pesesteis
kriteria yang ditetapkan disertai dengan kelengkagakumen
yang dipersyaratkan seperti lampiran SK Pengangk&f@aNS,
dikirimkan kepada Penyelenggara Diklat melalui
Pemda/Departemen.

Lembaga penyelenggara Diklat setelah mengecek dicdgan
administratif calon peserta dan memastikan caleene tersebut
memenuhi syarat, selanjutnya melakukan pemanggoara
tertulis kepada calon peserta untuk mengikuti stlelengan
tahapan dan jenis seleksi yang telah ditetapkan.

Setelah seluruh proses seleksi selesai, selanjukerydaga
penyelenggara Diklat memberitahukan daftar calsepa yang
telah lulus seleksi beserta daftar peserta cadangmmy
diperlukan untuk mengantisipasi sekiranya terjaalital yang
membuat peserta yang lulus tidak dapat mengikosgs Diklat.
Penetapan besarnya jumlah cadangan calon pesertgakan
kewenangan dari lembaga penyelenggara Diklat.

Pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendplerstzat
eselon Il atasan langsung calon peserta Diklat rogkan Surat

Penugasan atas dasar Pernyataan Kesediaan MenDikit
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dari calon peserta, dan Surat Perintah PerjalanaasQSPPD)
atas dasar Surat Panggilan Mengikuti Diklat Pragba
Golongan Il yang dikeluarkan oleh penyelenggardddi
Meskipun proses seleksi yang "betul-betul selektiBnurut model di atas
diterapkan, tetapi penyelenggaraan Diklat secatstiko melibatkan beragam
komponen dan proses kegiatan lain yang tidak kadatingnya. Dari segi sebagai
suatu sistem manajemen Diklat secara keseluruhak snatu model Diklat yang
diharapkan dapat efektif mencapai tujuan dan sasgaag diharapkan, maka
berbagai komponen dan aktivitas lain dalam penggjaraan perlu diperhatikan

pula dengan sebaik-baiknya.

b) Instrumental Input (Komponen Sarana)

Sebagaimana telah diidentifikasi dalam penelitiam, ibahwa para
pendidik/widyaiswara secara umum belum memiliki kempuan yang ideal
sesuai harapan, yaitu memiliki kesiapan mengajag y&ik, mampu menguraikan
bahan ajar dengan baik, menggunakan metode damandedigan semestinya
sesuai kebutuhan dalam penyampaian bahan ajar, mamgmbangkitkan
motivasi peserta untuk belajar dan mencapai piegtasy diharapkan, efisien
dalam menggunakan waktu yang disediakan untuk nmepgikan bahan ajar,
serta sanggup melakukan evaluasi hasil belajaraselngan tahap-tahap yang
diatur dalam kurikulum pendidikan. Penyesuaian paeladidik dapat dilakukan
dengan seleksi yang ketat terhadap pendidik/widyaiz sehingga didapatkan

pendidik yang sesuagqalified dengan kurikulum yang diterapkan, dengan kata
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lain pola rekrutmen dan pola pembinaan karier pikbidyaiswara perlu
dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Berkaitan dengan bahan ajar, maka sesuai kurikylamg dikembangkan,
bahan ajar yang sudah tidak sesuai lagi dengantlkedou kompetensi aparatur
dalam melaksanakan tugas harus dievaluasi dan udikas. Begitupula
menyangkut waktu pembelajaran peserta Diklat Prdjajuga dievaluasi dan
disesuaikan sehingga diperhitungkan cukup untukyeleeaikan setiap bahan
ajar. Di samping itu harus ada mata ajar Mulok (tauidokal) yang dirasa penting
dalam konteks kebutuhan di tempat kerja. Gambagaoana bahan ajar untuk
Diklat Prajab Il yang mengikuti Kurikulum Berbasiblilai-nilai Budaya
Organisasi Pemerintahan ini disajikan di Lampiran.

Menyangkut strategi pembelajaran, penyesuaian mgemeriu dilakukan
pada metode dan media klasikal, yakni dalam mengegkan tiga ranah belajar,
yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Metode dan media latihan, metode
simulasi dan metode refleksi memerlukan penyesudeédam mengembangkan
kecerdasan emosional dan kecerdasan spirituatidddl kalah pentingnya, model
pelatihan yang termasuk “semi militer” karena mengkan “pola pengasuhan”
yang diidentifikasi telah banyak menimbulkan faktetelahan pada peserta diklat
perlu segera dieavaluasi karena dirasa kurangaeldengan tujuan belajar dan
kebutuhan di tempat kerja.

Fasilitas belajar yang ada perlu ditambah, diskanaidan dilengkapi
terutama yang berkenaan dengan penggunaan muldmsedhingga tersedia

media pembelajaran yang memberi kemudahan bagiigoduntuk mempelajari
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materi pembelajaran, guna menghasilkan kondisijdretian hasil belajar yang
lebih baik. Bagi Lembaga Penyelenggara Diklat yadg di daerah, kebutuhan
penyesuaian fasilitas belajar ini jelas perlu meatlaperhatian serius dari
Pemerintah Daerah, karena sejauh ini baru terdapat(1) kabupaten yang boleh
dibilang telah memiliki fasilitas belajar yang cyklengkap, yaitu Kabupaten
Sukabumi sesuai dengan status Badan Diklatnya tgdalg terakreditasi.

Berkaitan dengan kepemimpinan pelaksana, beberaph télah
diidentifikasi sebagai kelemahan, di antaranya raeagkemampuan menyajikan
program kerja Diklat Prajab 11l yang belum sesuanghn format yang disediakan
secara normatif. Beberapa fase kegiatan yang bdmwat dilaksanakan secara
normatif antara lain jadwal mengajar yang kadanmdpkg berubah, materi
pembelajaran yang belum siap pada awal penyeleaggadiklat, tugas
pengamatan kelas yang tidak efektif, bukti kesiap@mgajar tidak pernah
dipermasalahkan, pengendalian belajar peserta tdijdag terkesan hanya
memenuhi kewajiban, dan evaluasi sumatif yang senk€formalitas. Tanggung
jawab dalam penyajian program, penyediaan fasilitmgs pengamatan dan tugas
pengendalian masing-masing perlu direncanakan demgjaih baik. Hal-hal
tersebut di atas sangat perlu dievaluasi dan disesu sejalan dengan

pengembangan kurikulum yang dilakukan.

c) Lingkungan Belagjar
Mengenai penyesuaian pada lingkungan belajar, loloerapa kondisi

lingkungan belajar yang ada, setidaknya terdapggmt (8) kondisi yang dapat
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dikontrol oleh lembaga penyelenggara dan pelakdddat, yaitu kondisi sosial,
fisikal dan budaya. Faktor-faktor lingkungan terdgeterutama faktor fisik seperti
tempat diklat perlu disesuaikan sehingga dapat meekd#n fasilitasi yang

memadai untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.

b. Pelaksanaan Diklat
Agar proses belajar mengajar (PBM) dapat tersekmaggengan baik,
sudah tentu diperlukan pengelolaan (manajemen) Yyl Untuk memahami
lebih jauh tentang fungsi-fungsi manajemen diktiitbawah akan dipaparkan
tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan, demgarujuk kepada teori-teori
manajemen, meliputi: (1) perencanaaplagning; (2) pengorganisasian
(organizing; (3) kepemimpinan I¢ading dan (4) pengawasarncantrolling)

(Fattah, 2008:1).

1) Perencanaan (Planning) PBM

Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuletapkan tujuan yang
akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapaintujeisebut. Sebagaimana
disampaikan oleh Boone dan Kurtz (1984) balpl@nning may be defined as the
proses by which manager set objective, asses theefuand develop course of
action designed to accomplish these objectivattah (2008:49) menyatakan:
“Perencanaan merupakan tindakan menetapkan tertidhibhlu apa yang akan
dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yangs hdikerjakan, dan siapa

yang mengerjakannya”. Arti penting perencanaantdera adalah memberikan
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kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingggdatgiatan dapat diusahakan dan
dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin.

Pada tingkatan pelaksanaan diklat, maka perencarnaay perlu
dilakukan adalah perencanaan pada tingkat mikr@ yarrupakan penjabaran
dari perencanaan pada tingkatan yang lebih tinggs6¢ dan makro) di bidang
diklat. Perencanaan di tingkat ini antara lain:reneanakan kegiatan belajar
mengajar. (Fattah, 2008:55)

Sudarmo dan Mulyono (1999:126) mengemukakan lantgkaykah
pokok dalam perencanaan, yaitu:

a) Penentuan tujuan dengan memenuhi persyaratan sdizagat : (1)

menggunakan kata-kata yang sederhana, (2) mempsifgtaileksibel,
(3) mempunyai sifat stabilitas, (4) ada dalam pbengan sumber
daya, dan (5) meliputi semua tindakan yang dipariuk

b) Pendefinisian gabungan situasi secara baik, yangputie unsur

sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sum@eentbdal.

c) Merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan seslasadan tegas.

Hal senada dikemukakan pula oleh Handoko (1995yadardapat empat
tahap dalam perencanaan, yaitu: (a) menetapkaantigtau serangkaian tujuan;
(b) merumuskan keadaan saat ini; (c) mengidensifils®gala kemudahan dan
hambatan; (d) mengembangkan rencana atau seranghkagiatan untuk
pencapaian tujuan.

Perencanaan di dalam pelaksanaan diklat hendakmyidatkan setiap
pihak yang terkait, panitia penyelenggara, widyaiay dan pelaksana lainnya

dalam menghasilkan suatu format rencana pelaksatikian yang komprehensif

dan dapat dilaksanakan dengan sumber daya yaeglitesecara optimal.
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2) Pengorganisasian (Organizing)

Fungsi manajemen berikutnya adalah pengorganisa@aganizing.
Terry (1986) mengemukakan bahwa: “Pengorganisasagialah tindakan
mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang fefektra orang-orang,
sehingga mereka dapat bekerja sama secara eft@anmemperoleh kepuasan
pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentlamd&ondisi lingkungan
tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tettentu

Fungsi pengorganisasian meliputi penentuan fungsibungan dan
struktur. Fungsi berupa tugas-tugas yang dibagidam fungsi garis, staf dan
fungsional. Hubungan terdiri atas tanggung jawah dewenang, sedangkan
strukturnya dapat horisontal dan vertikal. Semuaityamemperlancar alokasi
sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mmghgimentasikan rencana
(Fattah, 2008:2).

Pengorganisasian pada dasarnya merupakan upay& omglengkapi
rencana-rencana yang telah dibuat dengan susuganisasi pelaksananya. Hal
yang penting untuk diperhatikan dalam pengorgai@saadalah bahwa setiap
kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kdigarjakan, dan apa targetnya.
Berkenaan dengan pengorganisasian ini, Ernest alg dikutip oleh Fattah

(2008:72) memberikan langkah-langkah pengorgamisasebagai berikut:
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Pemerincian
Pekerjaan

Pembagian Kerja

Penyatuan Pekerjaan

Koordinas
Pekerjaan

Monitoring dan
Reorganisasi

Gambar 5.7 Proses Pengor ganisasian
Sumber : Fattah, N. (2008:72)

Selanjutnya dijelaskan oleh Fattah (2008:72-72agabberikut:

a) Tahap pertama, yang harus dilakukan dalam meriglcenpaan adalah
menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukark unencapai
tujuan organisasi.

b) Tahap Kedua, membagi seluruh beban kerja menjaites-kegiatan
yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atdeloenpok.

c) Tahap Ketiga, menggabungkan pekerjaan para angigwigan cara
yang rasional, efisien.

d) Tahap Keempat, menetapkan  mekanisme  kerja  untuk
mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuanhamonis.

e) Tahap Kelima, melakukan monitoring dan mengambihgkah-
langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan nketkaon
efektivitas.

3) Pemimpinan (Leading)
Dari seluruh rangkaian proses manajemen, leadeaglihg merupakan

fungsi manajemen yang penting. Dalam fungsi perema dan pengorganisasian

lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abpt@des manajemen,
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sedangkan fungsileading justru lebih menekankan pada kegiatan yang
berhubungan langsung dengan orang-orang dalam  isagan
Dalam hal ini, Terry (1986) mengemukakan baheading merupakan usaha
menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikigra ringga mereka
berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasamganisasi dan sasaran
anggota-anggota organisasi tersebut oleh karena g@aggota itu juga ingin
mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Fungsi memimpin menggambarkan bagaimana manajegareitkan dan
mempengaruhi para bawahan, bagaimana orang laiakgsaglakan tugas yang
esensial dengan menciptakan suasana yang menyemangkuk bekerjasama
(Fattah, 2008:2).

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksa@tuating ini
adalah bahwa seorang karyawan akan termotivask umémgerjakan sesuatu jika:
(1) merasa yakin akan mampu mengerjakan, (2) ya&hwa pekerjaan tersebut
memberikan manfaat bagi dirinya, (3) tidak sedabelzhni oleh problem pribadi
atau tugas lain yang lebih penting, atau mendggakugas tersebut merupakan
kepercayaan bagi yang bersangkutan dan (5) hubuagsar teman dalam
organisasi tersebut harmonis.

Rivai (2003:45) menyatakan bahwa pemimpin di ab&d2Xk harus
memiliki prinsip partisipasi, komunikasi, mengakandil bawahan, delegasi
wewenang dan perhatian pada keinginan bawahandB#amati kelima prinsip
kepemimpinan di atas, kiranya relevan juga untukerdpkan oleh para

pemimpin di lingkungan diklat saat ini.
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Para pimpinan dalam pelaksanaan diklat jelas merhkah prinsip-
prinsip kepemimpinan yang efektif. HandayaningrB896:70) mengemukakan
bahwa prinsip-prinsip kepemimpinan itu meliputi) (#ahir dalam soal teknis
dan taktis; (2) Ketahui diri sendiri, cari dan usiegdin perbaikan; (3) Yakinkan
diri, bahwa tugas-tugas dimengerti, diawasi daalaikan; (4) Ketahui anggota-
anggota bawahan dan pelihara kesejahteraan mdfkdsahakan dan pelihara
selalu, agar anggota mendapatkan keterangan-kgeerayang diperlukan; (6)
Berilah tauladan dan contoh yang baik; (7) Tumbuahiesa tanggung jawab di
kalangan para anggota; (8) Latih anggota bawah®éagsé suatu tim yang
kompak; (9) Buat keputusan yang sehat pada waktiudga Berilah tugas dan
pekerjaan pimpinan sesuai dengan kemampuannya(ldarBertanggung jawab
terhadap tindakan yang dilakukan.

Prinsip-prinsip kepemimpinan di atas harus mamperalkan di dalam
pelaksanaan diklat, sehingga mampu menyediakaassihelajar yang kondusif

dan hasil belajar yang efektif.

4) Pengawasan (Controlling)
PengawasancOntrolling) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah
pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungdahetu, tidak akan efektif
tanpa disertai fungsi pengawasan. Berkenaan dehglami, Boone dan Kurtz
(1984:137) memberikan rumusan tentang pengawabsagae “... he process by
which manager determine wether actual operation epasistent with plaris

Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegrateg berusaha untuk
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mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan isdsngan rencana dan
memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Agpadijadi penyimpangan di
mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pulakardyang diperlukan untuk
mengatasinya.

Sejalan dengan definisi di atas, Fattah (2008:2)yatakan, bahwa fungsi
pengawasan meliputi penentuan standar, supervisan dmengukur
penampilan/pelaksanaan terhadap standar dan mdmnbekieyakinan bahwa
tujuan organisasi tercapai. Pengawasan sangatatamnya dengan perencanaan,
karena melalui pengawasan efektivitas manajemeat aiykur.

Selanjutnya dikemukakan pula oleh Handoko (1995hwiaa proses
pengawasan memiliki lima tahapan, yaitu: (1) pgrestastandar pelaksanaan; (2)
penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; (3)upera;m pelaksanaan
kegiatan nyata; (4) pembandingan pelaksanaan kegidengan standar dan
penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; dan (Bpap®ilan tindakan
koreksi, bila diperlukan.

Fungsi-fungsi manajemen ini yang telah dikemukalaratas berjalan
saling berinteraksi dan saling kait mengkait ansata dengan lainnya, sehingga
menghasilkan apa yang disebut dengan proses mamajedalam perspektif
diklat, agar tujuan diklat dapat tercapai secaektdfdan efisien, maka proses
manajemen diklat memiliki peranan yang amat vitéhrena bagaimana pun
lembaga diklat merupakan suatu sistem yang di datanmelibatkan berbagai
komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu diketa@leara baik dan tertib.

Lembaga diklat tanpa didukung proses manajemen pailg boleh jadi hanya
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akan menghasilkan kesemrawutan lajunya organigasg pada gilirannya tujuan
diklat pun tidak akan pernah tercapai secara semyasDengan demikian, setiap
kegiatan pendidikan di lembaga diklat harus memgédrencanaan yang jelas dan
realisitis, pengorganisasian yang efektif dan efispemimpinan seluruh personil
lembaga diklat untuk selalu dapat meningkatkan itasal kinerjanya, dan

pengawasan secara berkelanjutan.

c. Keuaran Diklat

Setelah melalui Seleksi Calon Peserta Diklat ditams masing-masing
sesuai yang dipersyaratkan, kemudian mengikuti egradiklat pada lembaga
diklat, pada akhirnya akan dihasilkan keluaran gott diklat yang memiliki
kompetensi sesuai persyaratan tugas dan fungsk®mtGhan instansi masing-
masing). Setelah selesainya penyelenggaraan suddat, dproses diklat
sebenarnya belum berakhir. Lembaga diklat masilushanemantau kinerja
lulusannya dalam bentuk evaluasi pasca diklat yapgnnya untuk mengetahui
sejauh mana efektifitas kompetensi yang telah dimdleh peserta tadi, dapat
dimanfaatkan dalam tempat kerjanya. Jika terbuktiva yang bersangkutan
sudah kompeten melakukan tugas-tugasnya, makaabadiklat dapat dikatakan
berhasil. Tetapi jika ternyata tugas-tugas belumatailaksanakan dengan baik
yang disebabkan karena kekurangkompetensiannya, a m&8NS yang
bersangkutan perlu detraining atau dilatih ulang. Hal ini dapat dilakukan
dengan mengikuti diklat teknis substansif yanghtetenjadi salah satu program

diklat di lingkungan Badiklat Provinsi Jawa Baranddaerah-daerah lainnya.



360

Berkaitan dengan pengembangan Kurikulum Berbade-hilai Budaya
Organisasi Pemerintahan, maka pada subsistem &eluhiklat, hal yang perlu
dilakukan adalah melakukan uji kompetensi yang a#lgrergunakan sebagai

dasar untuk menempatkan pegawai pada bidang tagastgpat.

1) Uji Kompetens

Yang dimaksud dengan uji atau pengujian adalaluqurases pengukuran
dan penilaian atas sesuatu hal. Sedangkan pengukiaa penilaian sendiri
adalah upaya sistematis untuk mengumpulkan, menyusaengolah dan
menafsirkan data, fakta dan informasi (yang dapaerthnggungjawabkan)
dengan tujuan menyimpulkan nilai atau peringkaesesg dalam suatu jenis
atau bidang (berdasarkan kriteria atau norma) rnerteserta menggunakan
kesimpulan tersebut dalam proses pengambilan keguttentang status atau
kedudukan seseorang yang bersangkutan berikut esiaasi tindak lanjutnya
(Makmun, 1996:57).

Dari pendapat tersebut, yang dimaksud dengan ujpletensi adalah
proses pengukuran dan penilaian kompetensi padaedieorang dengan tujuan
menyimpulkan nilai atau peringkat kompetensi sesgpralam suatu jenis atau
bidang pekerjaan keahlian atau profesi tertentida seenggunakan kesimpulan
tersebut dalam proses pengambilan keputusan tergtatgs atau kedudukan
seseorang yang bersangkutan berikut rekomenddaktianjutnya.

Instrumen yang perlu dikembangkan untuk mengukumpeiensi
diantaranya adalah: perangkat tes, pedoman pembukipenguasaan

kompetensi/portofolio, pedoman observasi, pedomanwamcara, skala penilaian,
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daftar check dan sebagainya. Untuk memperoleh perangkat insttugyang
derajat kehandalannya dapat dipertanggungjawabkaralidifas dan
reliabilitasnya), maka terlebih dulu dilakukan pej@n atau pertimbangan dari
para ahli di bidangnya sesuai dengan ketentuan lyarigku.

Dari sisi perangkat tes, ada dua macam perangkayaieu : (1)Power
test (2) Speed TesPower tesdigunakan untuk menggali kemampuan seseorang
tanpa melihat waktu untuk mengerjakan tes tersebetlangkanspeed test
digunakan untuk mengukur kecepatan seseorang dakargerjakan tes tersebut.
Dalam proses pembelajaran kompetensi, yang digunagbagai latihan mula-
mula adalahpower test di mana seseorang mengerjakan tes (tertulis nmaupu
praktek) tanpa dibatasi waktu, kemudian secarangsta-angsur dimensi waktu
juga menjadi ukuran. Dan karena sistem kompetensrmya adalah kenyataan
di lapangan maka dimensi waktu menjadi hal yangktidapat diabaikan, dan
secara singkat dapat dikatakan bahwa seseorangutikempeten bila dapat
melakukan pekerjaan secara benar, tepat dan cepat.

Pelaksanaan pengukuran atau uji kompetensi dapatukan dengan
berbagai pendekatan atau metode, yaitu: (1) Pemgkgrja nyata; (2) Pengujian
simulasi kerja; (3) Pengujian tertulis; (4) Pengnji wawancara (Fletcher,
2005:342). Pada pengujian kerja nyata maka pesgdeéobservasi dalam kondisi
sebenarnya di lapangan kerja, bisa jadi seseorang gliobservasi tidak sadar
bahwa dirinya sedang diobservasi, karena mungkihagivatirkan pelaksanaan
“ujian” justru akan membuat seseorang menjadi naer@stekan dan tidak

menampakkan kompetensi yang sebenarnya. Tetapsdskeorang memang siap
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mental untuk “diuji” maka pelaksanaan observasiabidilakukan dengan
pemberitahuan lebih dahulu, sehingga seseoranghderhdari kesalahan yang
tidak perlu. Dua cara ini, diberitahukan atau tidadaksanaannya tergantung dari
situasi dan kondisi serta cara mana yang lebih &gk seorang peserta uiji.

Pengujian simulasi kerja dilakukan apabila tidaknmaegkinkan untuk
menghadirkan situasi yang sebenarnya dalam prasegupan, misalnya karena
benda yang menjadi obyek pengerjaan terlalu bésdaju berbahaya atau pada
saat pengujian dilakukan ternyata jenis pekerjaangydimaksud dalam unit
kompetensi tersebut tidak sedang ada. Pengujiatuliserdan wawancara
dilakukan untuk menggali pengetahuan seseorangmdatezelakukan suatu
pekerjaan, keduanya dapat dilakukan secara termisalyan uji praktek atau
bersamaan dengan uji praktek.

Bagi peserta yang lulus uji kompetensi, maka digenh sebuah bukti atas
pengakuan telah dikuasainya sejumlah kompetensiareng yang lulus tersebut.
Bukti atas pengakuan bahwa seseorang telah mengesaangkat kompetensi
yang dipersyaratkan biasa berupa sertifikat permyakiiadi pengertian sertifikasi
sendiri bukanlah sekedar pemberian sertifikat tetaprupakan suatu proses
seseorang memperoleh pengakuan (Makmun, 1996:59).

Setelah pelaksanaan diklat PNS, dilakukan uji kdems ini oleh
lembaga yang berwenang semacam BAPERJAKAT (BadamiPangan Jabatan
dan Kepangkatan), baik yang berkedudukan di tingkatinsi maupun yang ada

di Kabupaten/Kota. Lembaga ini tentunya perlu mekak uji kompetensi secara
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independen, tanpa adanya tekanan dari pihak-piagtait dan secara serius

sehingga peserta yang lulus merupakan mereka yetngbetul kompeten.

2) Penempatan

Dalam melaksanakan tugas pekerjaan atau jabatanbagalan dengan
baik, penempatan Pegawai Negeri Sipil jelas penbertiatikan, yang dimulai
dengan analisis pekerjaan seperti telah dikemuka&balumnya. Seseorang akan
bekerja secara berdayaguna dan berhasil guna apabihgetahui dengan jelas
posisinya dalam suatu organisasi kerja. Kejelagasangat penting artinya bagi
setiap pegawai karena memungkinkan mengetahui aeralan sumbangan
pekerjaannya terhadap pencapaian tujuan kerja asedaseluruhannya.
Nawawi (1992:129) menyatakan: “Pegawai harus ditgkgn dengan posisi dan
peranannya yang lebih jelas di dalam organisagakieaik pegawai lama maupun
pegawai baru yang diperoleh sebagai hasil seleksi.

Dengan adanya pengakuan kompetensi pegawai berrpfikasi dari
lembaga yang berwenang karena telah lulus uji koemge maka pegawai

tersebut dinyatakan kompeten untuk menempati bitlagas/kerja tertentu.

d. Dampak Diklat
Dampak diklat adalah hasil akhir yang diharapkajadé setelah peserta
mengikuti suatu diklat, dan hal ini sifatnya tidd&lam jangka pendek, melainkan
dalam jangka yang cukup lama. Proses manajememmsidiklat yang

komprehensif tidak berhenti setelah peserta mesgidan diklat, tetapi terus
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berlanjut hingga peserta menggunakan apa yangotigherya dari lembaga diklat
di tempat kerja masing-masing. Lembaga Diklat baesanstansi terkait harus
melakukan evaluasi pasca diklat dan evaluasi (@@mni) kinerja yang akan
menentukan tingkat kinerja peserta dan selanjutngajadi umpan balik yang
penting bagi lembaga diklat dalam menyempurnakasgs belajar mengajar,

kurikulum dan manajemen sistem diklat secara kesedun.

1) Evaluasi Pasca Diklat
Evaluasi pasca diklat dilakukan oleh Badan DiklaieEah Provinsi Jawa
Barat maupun penyelenggara diklat (Badan, Kantait Pelaksana Diklat dalam
BKD) di Kabupaten/Kota berdasarkan standar kompetgmang ditetapkan.
Instrumen evaluasi harus disiapkan sebelumnya barkian pendekatan pada

kecocokannya untuk digunakan di lingkungan instansi

2) Evaluas (Penilaian) Kinerja
Penilaian kinerja gerformance appraisal menurut Cascio (1998:73)
didefinisikan sebagai berikut:

Performance appraisal is the systematic descriptbmdividual or group
job relevant strength and weaknesses. Althoughteahproblems (e.q.,
the choice of format) and human problems (e.q., esugory,
interpersonal barriers) both plagque performance ieggal, they are not
insurmountable

Menurut batasan yang dikemukakan di atas, makatddisimpulkan

bahwa penilaian kinerja adalah dengan cara memhbgkah sasaran (kinerja

SDM) dengan persyaratan dan deskripsi pekerjaaty standar pekerjaan yang
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telah ditetapkan dan standar kerja dapat dibudt bacara kualitatif maupun
kuantitatif. Dalam kaitan ini, standar dimaksudlatastandar kompetensi.

Kinerja hanya dapat didorong maju apabila pegamangetahui dan
memahami sasaran-sasaran yang harus dicapainyagéseindividu maupun
anggota tim). Untuk itu, setiap organisasi harysatianendefinisikan kinerja apa
yang harus dicapai oleh setiap individu atau tinggpeai, memastikan mereka
menyadari apa yang diharapkan dari mereka, danag@mgar pegawai tetap
berfokus pada pencapaian kinerja yang maksimattietian efisien.

Menurut Davis dan Newstrom (2003:339), dalam méndéan kinerja,
ada tiga unsur pengelolaan penilaian kinerja yaargihdiperhatikan, yaitu: (1)
Penetapan sasaran yang spesifik dan menantang,m@mgngkinkan karyawan
mendapat kejelasan tentang apa yang diharapkanndagka dan bagaimana
caranya menuju tingkat kinerja yang tinggi. (2) éuran, bahwa sasaran yang
ditetapkan sebaiknya harus pula terukur tingkagkih pencapaiannya; (3)
Penilaian, bahwa pada saat-saat yang ditentukagrlakan adanya penilaian
berkala terhadap kemajuan yang dicapai.

Dari beberapa proses penilaian kinerja dapat diglikap bahwa penilaian
kinerja pegawai negeri sipil sebaiknya melalui leaiglangkah tertentu, yaitu
penentuan sasaran, penentuan standar dan ukuremtpen metode, pelaksanaan
penilaian dan evaluasi penilaian. Untuk ProvinsivaleBarat, standar kinerja
dimaksud saat ini sedang dalam penyusunan terkaitana penerapan IBK

(Insentif Berbasis Kinerja), yang dimaksudkan unigtkih mampu meningkatkan
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kinerja pegawai. Bila telah selesai disusun daetaikan, maka standar kinerja

itulah yang akan digunakan untuk kegiatan evalkiasirja pegawai pasca diklat.

E. Prasyarat Implementasi M odel Konseptual

Berdasarkan model konseptual yang disajikan selmlam maka
diperlukan beberapa prasyarat yang harus dibanighrBadiklatda Provinsi Jawa
Barat khususnya, yaitu:

1. Diperlukan kebijakan dari Pemerintah Provinsi JaBarat untuk
menerapkan persyaratan sertifikasi melalui Uji Ketepsi bagi Calon
Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi Pegawegeri Sipil serta
dalam penempatan PNS tersebut pada bidang tugag gasuai
kompetensinya.

2. Diperlukan kebijakan dari Pemerintah Provinsi J&eaat dalam seleksi
kepemimpinan di Badiklatda melalui uji kompetenang pelaksanaanya
bukan oleh BAPERJAKAT, melainkan oleh pihak laimgandependen.
Hal ini diperlukan agar Badiklatda sebagai penygdmna Diklat memiliki
pimpinan yang benar-benar kompeten.

3. Diperlukan kebijakan dari Lembaga Administrasi Negd_ AN) selaku
Pembina Diklat yang menerapkan aturan dengan seryesti dalam
memberikan status Akreditasi bagi Lembaga Diklak bgng ada di
tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

4. Diperlukan revisi terhadap Keputusan Kepala LAN Mor® Tahun 2003
dan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyeleaasggddiklat

Prajab Ill, khususnya menyangkut persyaratan pesekualifikasi
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widyaiswara, penyelenggara, dan kurikulum besermatan materi ajar,
waktu, dan cara pembelajarannya.

5. Diperlukan pengejawantahan pelaksanaan diklat yaeguai dengan
persyaratan yang diatur dalam Peraturan Kepala l(#&t ini adalah
Nomor 2 Tahun 2003 dan Nomor 4 Tahun 2007 Tentaedofan
Penyelenggaraan Diklat Prajab 1ll), sehingga dinkumigan pelaksanaan
diklat akan efektif. Hal ini penting, karena selamakhususnya diklat
yang diselenggarakan di Kabupaten/Kota lebih memngkgn prinsip
“mengikuti anggaran” daripada “mengikuti ketentudiklat”. Akibat
prinsip tersebut, maka seringkali daerah melaksamatiklat sekedar
untuk memenuhi formalitas karena dilaksanakan deraggygaran yang
minim, walaupun secara faktual daerah tersebuttslelya lebih mampu

menyediakan anggaran yang lebih besar.

F. Jaminan Kelayakan untuk Implementass Model Konseptual yang
Diusulkan

Model konseptual yang diusulkan tentunya perlu ndiija untuk dapat
diterapkan di dalam sistem yang sedang berjalanapéa jaminan yang
memungkinkan model tersebut dapat diterapkan, iyaitu

1. Dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka PanjanghD&emerintah

Provinsi Jawa Barat telah menetapkan visi PemériD&erah tahun 2008-

2013 yaitu: "Tercapainya Masyarakat Jawa Barat ydagdiri, Dinamis

dan Sejahtera” Kemudian, merujuk visi Jawa Barauna2008-2013

tersebut, maka tema penyelenggaraan pembangunam 2810 di Jawa
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Barat, yaitu: "Mewujudkan Satu Kesatuan Pembanguaara Barat yang
Bermutu dan Akuntabel Dalam Rangka Pencapaian Malsyg Jawa
Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”. Leldhjut dituangkan 5
(lima) misi yaitu mewujudkan sumberdaya manusia ald&arat yang
produktif dan berdaya saing yang ditandai denganlsdabar pada tahun
2013 dari sisi SDM, yaitu manusia Jawa Barat yagamas, berakhlak
mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit rjuadan siap
berkompetensi (misi pertama), meningkatkan efekisvipemerintahan
daerah dan kualitas demokrasi (misi kelima). Mislirka khususnya,
ditujukan untuk mengembangkan birokrasi yang sempkbfesional dan
akuntabel serta memiliki sasaran yaitu meningkakiyarja aparatur yang
berbasis kompetensi dan meningkatnya layanan publik

. Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang guoelux Standar
Kinerja Pegawai dalam kaitannya dengan penerapad (Bisentif
Berbasis Kinerja) yang merupakan langkah Pemeriftedvinsi Jawa
Barat untuk meningkatkan kinerja pegawai. Hal inenjadi satu
momentum yang penting baik dari sisi organisasipuaypegawai, karena
dengan penerapan Kurikulum Berbasis Nilai-nilai 8yal Organisasi
Pemerintahan di dalam Diklat yang hasilnya berud® Fang kompeten,
maka akan mendukung penerapan IBK tersebut.

. Adanya Rencana Aksi Badan Diklat Provinsi Jawa Bpaala tahun 2009
yaitu “Menyiapkan Aparatur Profesional dalam Mendgiut Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Jawa Barat, dienali dalamnya
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telah ditetapkan strategi operasional dalam ramg&aingkatkan kualitas
layanan jasa diklat, yaitu: (1) Meningkatnya kobepsi seluruh aparatur
Badiklatda Provinsi Jawa Barat, (2) Menyamakan gusis tentang
pentingnya peningkatan kualitas layanan jasa olelurgh aparatur
Badiklatda Provinsi Jawa Barat, dan (3) Membangomikmen yang

berkelanjutan dalam upaya peningkatan kualitasniyajasa dengan
memperhatikanwin-win thinking.

. Berkaitan dengan penyusunan kurikulum, selama ebekadaan otoritas
diklat terlihat sangat dominan dalam mendisain kulam dan materi
pembelajaran sehingga kebutuhan spesifikasi deserfge diklat untuk
memenuhi kompetensinya dan kepentingasers cenderung belum
diakomodir sepenuhnya. Demikian pula dengan selpkserta Diklat
yang selama ini tidak mempertimbangkan harapanpatakepentingan
users yang menginginkan lulusan Diklat yang berkualitamaka

penerapannya akan mendapatkan dukungan sepenudimygaerah selaku

userstersebut.



